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ABSTRAK

Nama : Dien Anshara
Program Studi : Sejarah
Judul . Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dalam Hukum

Kewarganegaraan Indonesi 1951-1978

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kewarganegaraan yang dialami oleh
masyarakat Tionghoa dengan studi kasus atlet bulutangkis etnis Tionghoa pada tahun 1951
sampai tahun 1978. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan atlet
bulutangkis etnis Tionghoa menyangkut masalah kewarganegaraan mereka yang masih
menjadi sebuah permasalahan ditahun-tahun tersebut. Mengangkat konflik bagaimana
mereka bertanding dalam ajang internasional membawa nama Indonesia dengan keadaan
mereka belum mendapatkan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak seharusnya terus menaruh kecurigaan terhadap
etnis asing seperti etnis Tionghoa, karena sebenarnya banyak dari mereka yang telah
memiliki rasa cinta Indonesia. Seperti para atlet bulutangkis etnis Tionghoa yang tetap
bertahan membela Indonesia sebagai tanah air mereka meskipun masalah kewarganegaraan
mereka tidak kunjung terselesaikan.

Kata kunci :

Bulutangkis, Etnis Tionghoa, Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia.

Universitas Indonesia

ix
Atlet Bulutangkis..., Dien Anshara, FIB Ul, 2010



ABSTRACT

Name : Dien Anshara
Study Program . Sejarah
Title : Tionghoa Ethnic Indonesian Badminton Athletes in Indonesian

Citizenship Law 1951-1978.

This research is discusses about the problems of citizenship by nationality Tionghoa
with case studies Tionghoa Ethnic badminton athlete in 1951 until 1978. The purpose of this
study was to determine the badminton athletes Tionghoa Ethnic citizenship is concerned they
are still a problem in that years. Raised conflict how they compete in the international arena
to bring Indonesia's name to the condition they not get citizenship. The method used in this
research are heuristic methods that historical research, criticism, interpretation, and
historiography. The conclusion of this research is not supposed to continue to put suspicion
of foreign ethnic groups such as ethnic Tionghoa, because in fact many of those who have a
love for Indonesia. Like the athletes badminton survived ethnic Tionghoa Indonesia as
defending their homeland despite their nationality problem not being resolved.

Keyword :
Badminton, Tionghoa Ethnic, Indonesian Citizenship Rights.
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BAB |
PENDAHULUAN

|.1Latar Belakang

Konsep awa kewarganegaran dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah
“yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara” .> Dalam sidang BPUPKI
konsep awal ini mendapat dua pandangan yang berbeda. Menurut Liem Koen Hian (seorang
peranakan Tionghoa) dan Baswedan (peranakan Arab) kata asli harus dihilangkan, sehingga
yang menjadi warga Negara adalah semua golongan baik Bumiputra maupun Timur asing.
Sedangkan menurut Dahler (peranakan Belanda) dan Oey Tjong Hauw (peranakan Tionghoa)
berpendapat bahwa karena terikat oleh konvens internasional maka sebagal Negara baru tidak
bisa bicara sepihak “mengklaim” atas orang-orang yang dijadikan warga Negara Indonesia
Meskipun memiliki dua pandangan berbeda, namun ketika PPKI melakukan sidang, rumusan
awal tersebut ditetapkan sebagai rumusan kewarganegaraan Indonesia dan dimasukkan menjadi
pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar padatanggal 18 Agustus 19453

Tahun 1949, Konferenst Megja Bundar (KMB) membahas persetujuan tentang pembagian
warga Negara dengan masa ops selama dua tahun. Dasarnya adalah Undang-Undang
Kekawulaan Negara Kergjaan Belanda yang terdiri dari kaula Belanda, kaula Timur Asing, dan
kaula Bumiputra. Proses opsi kewarganegaraan yang dibahas dalam KMB meliputi :

1. KaulaBumiputra dengan sendirinya menjadi warga Negara Indonesia
2. Kaulan Timur Asing dengan sistem pasif berarti memilih menjadi warga Negara
Indonesia.

3. KaulaBeanda harus melalui sistem aktif* jikaingin menjadi warga Negara Indonesia.”

! Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan K emerdekaan Indonesia (BPUPK ) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 MEI-22 Agustus 1945, Ed.I11, Cet.2-Jakarta: Sekretaris Negara
Republik Indonesia, 1995.

2 Wahyu Effendi (TjoaJiu Tie) dan Prasetyadji, Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI, Jakarta: Visimedia, 2008,
Him. 12.

®1bid,.

4 Sistem pasif : adalah suatu sistem dimana Warga Negara Asing secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia
tanpa melakukan pernyataan atau tindakan. Sistem aktif : adalah suatu sistem dimana jika warga Negara Asing ingin
menjadi warga Negara Indonesia harus melakukan pernyataan atau tindakan terlebih dahulu.

® Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadiji, Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI, Jakarta: Visimedia, 2008,
Him. 13.
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Setelah Indonesia mengakui kedaulatan Tiongkok tahun 1950, pemerintah memilih
untuk menerapkan kebijaksanaan kewarganegaraan yang lebih liberal dan menerapkan asas ius
soli dua generasi bagi orang Tionghoa lokal, atas dasar penerapan asas ius sanguinis yang
diterapkan oleh Tiongkok bagi masyarakatnya yang berada di luar Tingkok. Perubahan ini,
merubah sistem pasif menjadi sistem aktif yang berarti adanya persetujuan penerimaan
kewarganegaraan Indonesia. Rencana ini membawa usul bahwa warga negara Tionghoa akan
kehilangan kewarganegaraannya jika tidak dapat memenuhi salah satu dari hal yang digjukan,
yaitu :

1. memberikan bukti bahwa orang tua mereka dilahirkan diwilayah Indonesia dan telah
menetap selama sedikitnya sepuluh tahun di Indonesia.
2. menyatakan secararesmi bahwa mereka menolak kewarganegaraan Tiongkok.
Pemberian usulan ini terkait dengan pandangan masyarakat Indonesia terhadap orang Tionghoa
lokal yang tidak dapat dipercaya sebagai kelompok minoritas dengan kekuatan ekonomi mereka
dan ketidak mampuan mereka untuk berasimilasi.®

Usulan yang tercantum diatas adalah usulan yang diteruskan dari rancangan Undang-
undang yang di buat oleh BPUPKI.” Sehingga ketika Undang-undang kewarganegaraan tahun
1946 di terapkan, hanya orang-orang Tionghoa yang dapat memenuhi persyaratan tersebut sga
yang dapat diakui sebagal warga negara Indonesia.

Pada tahun 1955, perjanjian dua kewarganegaraan yang ditandatangani oleh pihak
Indonesia dan pihak Tiongkok membawa perubahan dalam Undang-undang kewarganegaraan di
Indonesia. Sehingga kemudian pada tahun 1958 dibuatiah Undang-undang kewarganegaraan
baru yang berisi hampir sama dengan Undang-undang sebelumnya, hanya sgja dalam Undang-
undang baru ini seperti ada tekanan kepada tionghoa lokal untuk melepaskan kewarganegaraan
Tongkok mereka meskipun berlaku asas ius soli. Kemudian pada tahun 1965 setelah
pemberontakan PK| 2 terjadi pembatalan perjanjian dwi kewarganegaraan. Tidak hanya dari sis
Tiongkok akibat dari pemberontakan PKI, tetapi juga dari pihak pemerintah Suharto yang
menganggap perjanjian tersebut memberikan kemungkinan kepada anak-anak yang orangtuanya
memilih berkewarganegaraan Tiongkok untuk tetap menjadi warga negara Indonesia selama

waktu pemilihan tanpa adanya penyaringan oleh pegabat pemerintah. Akibatnya, sgak tahun

® Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta: Grafiti Pers, 1984, HIm. 118.
" Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia dalam Krisis, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, Him. 23.
8 Leo Suryadinata, Op cit,.
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1969 anak-anak Tionghoa asing hanya dapat menjadi warga negara Indonesia melaui
naturalisas menurut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958. Itu berarti akan ada
penyaringan bagi orang-orang Tionghoa yang akan menjadi warga negara Indonesia oleh
pemerintah. Akibat lainnya adalah sgumlah anak-anak Tionghoa yang berada dibawah usia 18
tahun tidak lagi mendapat kesempatan menjadi warga negara dengan mudah. Dan sgjak tahun
1969 itu, proses naturalisasi menjadi semakin rumit dan ongkos pemrosesannya menjadi sangat
tinggi. Kerumitan yang terjadi adalah bagian kebijakan pemerintah untuk terus mengawas
dengan ketat proses naturalisasi orang-orang Tionghoa, akibat kekhwatiran terjadinya percobaan
subversif melalui jalan menjadi warga negara Indonesia.’

Pada tahun 1977, proses naturalisasi dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan
Presiden No.52 Tahun 1977 tentang persyaratan penduduk yang mempersyaratkan Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) dalam proses pendaftaran penduduk. Masalah
SKBRI ini semakin ditetapkan dengan keluarnya keputusan menteri pada tahun selanjutnya,
1978. %

Kerumitan dalam ha kewarganegaraan ini juga dialami oleh para atlet bulutangkis
keturunan Tionghoa meskipun menurut UU No.2 Tahun 1955 yang menyatakan bahwa semua
etnis Tionghoa di Indonesia wajib menyatakan memilih kewarganegaraan Rl atau Tiongkok,
kecuali mereka yang menjadi TNI, pegawal negeri, berjasa bagi Negara RI, menjadi petani, atau
pernah mengikuti pemilihan umum 1955. tetapi sayangnya, pada praktek nyata, para pemain
bulutangkis yang berjasa seperti Tan Tjo Hook tetap diwajibkan memilih kewarganegaraan.**

Bulutangkis diperkirakan masuk ke Indonesia pada tahun 1928 dibawa oleh pemain
Malaya Yap Eng Hoo yang pertama kali menginjakkan kakinya di Medan.*? Selain mengenai
berita kedatangan Yap Eng Hoo, masuknya bulutangkis di Indonesia juga dapat terlihat dari
berita-berita olahraga yang diterbitkan surat kabar pada saat itu. Pada tahun sekitar 1920-1930,
surat kabar-surat kabar Indonesia sudah mulai menulis tentang bulutangkis. Namun sampai tahun
1935, berita yang banyak ditulis saat itu adalah hanya sekedar mengenai angka-angka hasil-hasil
pertandingan dan foto sekedarnya yang menampilkan atlet-atlet yang akan dan selesai

bertanding, sehingga menjadi sulit untuk mendapatkan gambaran mengena kompetisi

9 .

Ibid,. him. 131
19 \Wahyu Effendi dan Prasetyadiji, Tionghoa Dalam Cengkeraman SKBRI, Jakarta : Visimedia, 2008, him.16.
' Ibid, him. 55-56.
12 Justian Suhandinata, Suharso Suhandinata : Diplomat Bulutangkis : Peranannya Dalam Memper satukan
Bulutangkis Dunia Menuju Olimpiade, Jakarta: Gramedia, 1977, him. 313.
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bulutangkis di tahun-tahun tersebut.** Penjelasan panjang lebar mengenai bulutangkis satu-
satunya di tahun tersebut adalah dalam terjemahan tulisan Sir George Thomas Bart salah satu
tokoh besar bulutangkis yang diterbitkan secara bersambung dalam surat kabar berbahasa
melayu Sin Po pada tahun 1935. tulisan ini lengkap mengenai teknik-teknik bermain bulutangkis
dan disertai ilustras gambar orang memegang raket sehingga membuat orang mudah dalam
mempel gjari olahragaini.

Pada sekitar tahun 1934, bulutangkis Indonesia sudah mula ramai dipertandingkan. Saat
itu, pertandingan-pertandingan persahabatan antar klub, baik dengan klub sekota atau dari klub
yang berbeda kota banyak dilakukan. Hal ini berarti sejak dari awal kedatangan Y ap Eng Hoo ke
Medan, perkumpulan-perkumpulan bulutangkis langsung banyak terbentuk. Perkumpulan-
perkumpulan itu sudah menyebar di berbagal daerah, seperti di Sumatera, Cirebon, Semarang,
Pekalongan, Solo, Palembang, Makassar, Bogor, dan Batavia.

Perkumpulan-perkumpulan yang terbentuk tidak hanya diikuti oleh orang-orang pribumi
sgja, tetapi juga diikuti oleh orang-orang Tionghoa, dan sedikit yang diikuti oleh keturunan
campuran termasuk keturunan Eropa. Peranan orang-orang Tionghoa dalam biulutangkis
Indonesia sudah dapat terlihat melalui perkumpulan-perkumpulan bulutangkis ini, karena pada
saat itu hampir diseluruh penjuru Hindia Belanda sudah ada perkumpulan olahraga keturunan
Tionghoa. Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa ini biasanya diawali dari perkumpulan sosial
dan budaya, baik berdasarkan asal atau kesamaan suku di tanah Cina atau kesamaan kepentingan
lainnya. Berawal dari perkumpulan-perkumpulan seni- dan budaya tersebut, kemudian kelompok
Tionghoa ini membentuk perkumpulan olahraga sebagai kegiatan rekreas sekaligus untuk
menjaga kesehatan. Klub-klub tersebut antara lain Hoa Chiao Tsien Nien Hui (HCTNH), BVLS,
Young Mens Feternal Association (YMFA), Family, ABC, Sepakat, Shing Tih Hui (STH),
Gembira, CSA, Asiatic, Chung Hsioh (Ch Hs), Hua Chiao, BBA, Kramat Badminton Club,
CEHS, SVC, Tangkimoi Recreation Association (TRA), Gymnastiek & Sportvereniging Tiong
Hoa atau Tiong Hoa Ti Yu Hui (THTYH), Shuang She, Tjwan Sok Hwe, Kwan, Hwa Chiao, Ing
Yok Sek (HCIY'S). Adapun klub-klub pemain pribumi antara lain, Boma, Sombo, Rahayu, BOS,
Bagus, Batos, dan Indonesia Muda yang kesemuanya termasuk dalam perserikatan Surabaya
Badminton Bond (SBB). Saat itu di Surabaya ada tiga perserikatan bulutangkis, yaitu SBB,
Chinese Badminton Bond (CBB), dan Perpbis. SBB adalah perserikatan untuk warga pribumi,

3 PBSI, Sgjarah Bulutangkis Indonesia, Jakarta: PB PBSI, 2004, him. 9.
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CBB adalah perserikatan untuk warga keturunan China dan Perpbis perserikatan untuk semua
keturunan termasuk keturunan Eropa.** Jika dihitung dari jumlah klub yang ada, terlihat bahwa
bulutangkis sangat berkembang dalam masyarakat Tionghoa dibanding dalam masyarakat
pribumi, namun dari segi kualitas pemain, pemain pribumi tidak kalah jika dibandingkan dengan
pemain Tionghoa. Ada beberapa pemain pribumi yang mampu mengalahkan pemain Tionghoa
dalam beberapa turnamen, mereka adalah Suparno, Tjitro, Suryodimedjo, Benoe dari Kadaster
Badminton Klub (KBC), Abdulrazak, Abdulkarim, Idran Sati, Idris Kasoemajuda dari Sultania
dan Klub Sinar, Sarif, Adri, dan Indra Loebis dari Klub Family. Beberapa pemain bahkan
berhasil menjadi pemain kelas 1 di tahun 1935, seperti Sjarif, Adri, dan Indra Loebis dari Klub
Family. Masuknya pemain pribumi ke dalam daftar pemain kelas 1 menunjukkan bahwa
sedikitnya perkumpulan bulutangkis untuk pribumi tidak membuat pemain pribumi berada di
bawah kemampuan pemain Tionghoa, mereka bisa menunjukkan kesetaraan kemampuan mereka
dengan kemampuan pemain Tionghoa dalam turnamen maupun pertandingan persahabatan antar
klub bulutangkis di tahun tersebut.

Bulutangkis Indonesia kemudian semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia,
terbukti dengan mulai dipertandingkannya olahraga ini secara nasional dalam Pekan Olahraga
Nasional atau PON yang pertamakali dilangsungkan pada 8-12 September 1948. Seiring dengan
itu kemudian terpikir untuk membentuk sebuah wadah nasional untuk olahraga ini. Setelah
sebelumnya tergabung dalam ISl (Ikatan Sport Indonesia) yang kemudian berubah nama menjadi
PORI, maka kemudian dibentuklah PBSl sebagai wadah nasional olahraga bulutangkis
Indonesia. Sebelum PORI terbentuk, masyarakat Tionghoa telah terlebih dahulu memiliki wadah
bulutangkis sendiri. Mereka tergabung dalam Persatuan Badminton atau yang kemudian di sebut
dengan Perbad. Ketika PORI terbentuk, mereka tidak tergabung ke dalamnya, sehingga dapat
dikatakan dengan terbentuknya PBSI selain sebagal wadah nasional juga sekaligus menjadi
pemersatu pemain-pemain bulutangkis Indonesia. Dalam proses pembentukan PBSI wakil-wakil
Tionghoa turut berperan serta didalamnya. Mereka turut hadir dalam kongres PBS| pertama di
Bandung tanggal 2-5 Me 1951, dan memiliki wakil dalam jgjaran kepengurusan pertama sebagai

bendahara I1. Berikut susunan pengurus PBSI ketika baru terbentuk™ :

14 Star Weekly 1935 dan Pewarta Palembang 1935.
15 Justian Suhandinata, Suharso Suhandinata: Diplomat bulutangkis: Peranannya dalam memper satukan Bulutangkis
Dunia menuju Olimpiade,him. 329.
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KetuaUmum :Rochdi Partaatmadja
Ketual : Sudirman

Ketuall : Tri Condrokusumo
Sekretaris|  : Amir

Sekretaris |l : E.Sumantri
Bendaharal : Rakhim
Bendaharall : Liem Soei Liong
Pemimpin Teknik/

Pertandingan : D. Rameli Rikin

Meskipun organisas bulutangkis di Indonesia sudah terbentuk dan pertandingan-
pertandingan sudah sangat aktif bergulir baik nasional ataupun internasional, namun masalah
kewarganegaraan pemain-pemain bulutangkis keturunan masih sga belum selesai. Ketika
menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tionghoa di Indonesia masih terpecah kedalam
berbagai orientasi. Pandangan-pandangan Tionghoa pro Indonesia, Pro tiongkok, dan Pro Jepang
masih terus hidup berdampingan. Dalam upaya kemerdekaan Indonesia, Liem™ yang pro
Indonesia mendesak BPUKI untuk mendeklarasikan bahwa orang Tionghoa yang lahir di
Indonesia sebagal warga negara Indonesia di dalam Undang-undang yang akan dibuat. Karena
menurut Liem, orang-orang Tionghoa ini melihat Indonesia sebagal tanah airnya dan karena
mereka memang tinggal di Indonesia. Tetapi menurut Oel Tjong Hauw mantan pemimpin CHH,
seluruh orang Tionghoa Indonesia harus dinyatakan sebagal warga negara Tiongkok, karena
orang Tionghoa Indonesia nantinya akan mengidentifikasikan diri mereka sebaga orang
Tiongkok. Berbeda pula dengan pemikiran Oei Tjan Tjoei editor surat kabar peranakan yang pro
Jepang, menurutnya orang Tionghoa loka harus diizinkan untuk memilih warga negara
Indonesia atau Tiongkok."’

Judul Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa dan Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia
19951-1978 dipilih karena tulisan ini mengangkat permasalahan yang dialami atlet bulutangkis
etnis Tionghoa Indonesia terkait dengan masalah kewarganegaraan mereka di Indonesia sejak
tahun 1951 ketika PBSI berdiri sampai tahun 1978 saat dikeluarkannya SKBRI yang dijadikan
sebagal jalan keluar atas masalah kewarganegaraan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tahun

16 | iem Koen Hian, Pemimpin Partai Tionghoa Indonesia yang mendesak BPUKI untuk segera mendeklarasikan
orang Tionghoa sebagai warga Negara Indonesia dalam UU yang akan dibuat oleh BPUKI melalui pidatonya dalam
Sidang Paripurna BPUKI 11 Juli 1945.

7 |_eo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002, Jakarta: L P3ES, 2005, him. 119.
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1978 juga diambil karena tahun tersebut banyak menghasilkan prestas sebelum akhirnya
mengalami penurunan prestasi di awal tahun 1980.

Sedangkan pemilihan kata Tionghoa dipakai karena panggilan itu mulai ada diawal tahun
1900, ketika panggilan Cina tidak lagi digunakan akibat dari perubahan semangat dan
menimbulkan rasa tidak enak dalam diri orang Cina yang mendengarnya. Tionghoa adalah
sebutan bagi orang yang dianggap dari Tiongkok. Istilah Tionghoa berasal dari kata Tiong yang
merupakan panggilan untuk mereka yang berasal dari Tiongkok, dan kata Hoa yang berasal dari
sebutan untuk mereka yang berpegang teguh pada peraturan peradaban Chou dimasa dinasti
Chou. Oleh karena skripsi ini menjelaskan tentang permasalahan di tengah tahun 1900, maka

saya menggunakan panggilan yang sesuai dengan zamannya.

|.2 Permasalahan

Turut sertanya masyarakat Tionghoa dalam organisasi olahraga seperti bulu tangkis,
memberi warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia
Terlebih dengan dominasi mereka — balk dalam segi jumlah dan prestas — membuat mereka
benar-benar menjadi kaum yang dapat diperhitungkan. Mereka mampu mengharumkan nama
Indonesia dalam olahraga dunia dan mampu bertahan untuk waktu yang tidak sebentar.

Keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam dunia olahraga benar-benar sebuah keadaan
yang menarik untuk dibahas, karena mereka adalah kaum minoritas yang saat itu masih sangat
diragukan kelndonesiaannya oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat pribumi Indonesia,
namun mereka berlaga membawa nama Indonesia bahkan kemudian mengharumkan nama
Indonesia. Dan sesuatu yang sangat ironis adalah ketika mereka telah menjadi pahlawan dalam
dunia olahraga yang membawa nama Indonesia, mereka masih saja harus menjadi suatu kaum
minoritas yang masih di” berat” kan untuk menyandang status warga negara Indonesia.

Masalah yang kemudian akan menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah masalah
kewarganegaraan yang di alami oleh atlet bulutangkis Indonesia dari golongan Tionghoa.
Walaupun permasalahan kewarganegaraan ini dialami oleh seluruh golongan Tionghoa di
Indonesia, namun permasalahan menjadi menarik ketika kewarganegaraan mereka masih
diragukan setelah mereka telah berjuang membawa nama Indonesia dan untuk kemenangan
Indonesia di ajang pertandingan-pertandingan internasiona. Untuk menjawab permasalahan

tersebut serangkaian pertanyan penelitian digjukan seperti : mengapa mereka ingin menjadi
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warga negara Indonesia, faktor-faktor apakah yang mendorong mereka mau menjadi warga
negara Indonesia, bagaimana reaks mereka terhadap kebijakan pemerintah mengenal masalah
kewarganegaraan mereka, apa dampak dari masalah kebijakan keawrganegaraan terhadap dunia
bulutangkis, dan bagaimana PBSI menanggapi masalah kewarganegaraan ini.

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan menjadi topik penulisan skripsi ini adalah sgjak awal tahun
1951 sampai tahun 1978. Lingkup masalah dimulai dari tahun 1951 saat PBSI resmi didirikan
sebagai induk organisasi untuk bulutangkis yang bersifat otonom. Berdirinya PBSI menandal
perkembangan bulutangkis Indonesia sehingga memerlukan wadah bagi klub-klub bulutangkis
yang sudah ada termasuk mewadahi klub-klub bulutangkis yang didirikan oleh warga keturunan
Tionghoa. Sehingga secara tidak langsung peranan klub-klub bulutangkis yang didirikan oleh
keturunan Tionghoa dalam memajukan bulutangkis Indonesia dapat terlihat. Begitu juga ketika
peraturan-peraturan pemerintah tentang kewarganegaraan diterapkan, akan lebih mudah melihat
bagaimana reaksi para atlet Tionghoa tersebut melalui PBSI termasuk bagaimana kebijakan
PBSI menyikapi peraturan pemerintah tersebut kepada atlet-atlet Tionghoa mereka. Penulisan
skrips ini berakhir pada tahun 1978 dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), serta sebagai
tahun yang banyak menghasilkan prestasi sebelum mengalami penurunan prestasi di tahun

berikutnya.

.4 Tujuan

Tujuan penulisan adalah melihat bagaimana keberadaan dan prestasi etnis Tionghoa
Indonesia dalam bulu tangkis Indonesia dan dalam masalah kebijakan naturalisasi dan dwi
kewarganegaraan untuk dapat melengkapi tulisan mengenai orang-orang Tionghoa Indonesia
yang selama ini lebih banyak membahas mengenai perekonomian, atau budaya mereka sgja
Sehingga dapat benar-benar terlihat bagaimana kehidupan mereka tidak hanya dalam kehidupan
socia budaya dan ekonomi sgja, tetapi dapat lebih menyeluruh lagi, yaitu dalam kehidupan
berorganisasi mereka khususnya dalam bidang olahraga. Tujuan penulisan ini juga untuk dapat
melihat bagaimana kondisi para atlet bulu tangkis etnis Tionghoa ini dalam menghadapi

kesulitan-kesulitan dalam mendapatkan hak kewarga negaraan mereka meskipun mereka adalah
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atlet kebanggan yang telah membawa nama Indonesia sampai ke duniainternasional. Tujuan lain
dari penulisan ini adalah untuk melengkapi historiografi tentang sejarah bulutangkis di

Indonesia

[.5 Metode Pendlitian

Dalam mencapai tujuan penelitian secara lengkap dan operasional sesuai dengan
permasalahan yang ibahas, maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui
penelitian di lapangan yang meliputi empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan
historiografi.

Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai sumber

penulisan. Data-data diperoleh dari melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu
cara untuk menelusuri data baik primer maupun sekunder dari instans yang terkait, dan atau
hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai etnis Tionghoa di Indonesia ataupun
mengenai bulu tangkis Indonesia. Melalui cara tersebut diharapkan dapat diungkapkan latar
belakang penelitian ini.
Dalam penelitian ini dipergunakan sumber-sumber primer berupa majaah seaman seperti
Majalah Olahraga, 1940, Sn Po, 1935 dan koran Pewarta Palembang, 1934, sebagal koran
pertama yang memuat berita mengena bulutangkis. Koran Media Indonesia, 1975, Snar
Harapan, 1976, dan Kompas, 1978 sebagai koran yang memuat berita tentang masalah
kewarganegaraan pada tahun tersebut. Disamping -sumber-sumber primer, digunakan pula
sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku seperti karya Leo
Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Yunus Jahja, Peranakan ldealis dari Lie Eng Hok
sampai Teguh Karya, PBSI, Sgarah Bulutangkis Indonesia, Justian Suhandinata, Suharso
Suhardinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia
Menuju Olimpiade, dan Liang Tie Tan, Djiwa Raga untuk Bulu Tangkis Indonesia. Dengan
menggunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji
permasalahan yang digukan. Penelusuran data juga dilakukan melalui sgarah lisan, yaitu
melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang tengah dikaji,
misalnya Tan Tjoe Hok, Lius Pongoh, Rudi Hartono, Haryanto Arby, dan IvannaLie.

Setelah memperoleh data-data yang relevan dengan tema penelitian yang tengah digarap,
maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sgjarah tersebut. Taraf pengujian
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tersebut dikenal sebagai tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian di
cek kebenarannya dengan jalan membandingkan dengan buku atau sumber lain. Misalnya, karya
PBSI, Sgarah Bulutangkis Indonesia, akan dibandingkan dengan sumber-sumber yang diperoleh
dari Media Indonesia, 1975, Kompas 1978, Star Weekly, 1958, Star Weekly, 1961, Majalah
Olahraga, 1940, dan Pewarta Palembang, 1934.

Untuk menguji keotentikan sumber yang diperoleh, antara lain dengan melakukan analisa
sumber dan kritik teks terhadap dokumen yang didapat. Melalui analisa sumber dapat dilacak
apakah sumber tersebut asli atau turunan, sehingga dapat digunakan dalam penulisan ini.
Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern dengan cara melakukan kritik intrinsik yaitu
menentukan sifat sumber-sumber tersebut. Berbagai fakta yang diperoleh harus dirangkal dan
dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.
Peristiva yang satu harus dimasukkan dalam keseluruhan konteks peristiwa lain yang
melingkupinya. Proses menafsirkan fakta-fakta sgjarah yang integra menyangkut proses seleksi
sgjarah, karena tidak semua fakta dapat dimasukkan. Dalam hal ini hanya fakta yang relevan
yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Faktor periodesasi dari sgjarah juga termasuk dalam
proses interpretasi ini, karena dalam kenyataannya peristiwa yang satu disusul dengan peristiwa
lain tanpa batas dan putus-putus. Akan tetapi di dalam historiografi biasanya diadakan
pembagian atas periode-periode yang akan dirinci oleh hal-hal yang khas.

Meskipun penditian tentang etnis Tionghoa telah banyak dibahas dalam bidang politik,
ekonomi, budaya, olahraga maupun masalah sosial lainnya, namun penelitian yang berkaitan
dengan masalah kewarganegaraan dengan kasus atlet olahraga, khususnya bulutangkis, masih
belum memiliki pembahasan tersendiri.

Beberapa tulisan yang membahas masalah Tionghoa dan bulutangkis antaralain:

1. Suhandinata, Justian, Suharso Suhandinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam
Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade, anak Suharso Suhandinata yang
menuliskan bagaimana peranan bapaknya dalam mempersatukan WBF dan IBF sehingga
Indonesia dapat mengikuti Olimpiade.

2. PBSI, Sgarah Bulutangkis Indonesia, Buku terbitan PBSI ini lengkap beris tentang
Sgarah Bulutangkis Indonesia. Sgjak awal masuk sampa tahun 2004, termasuk

mengenai terbentuknya PBS| sebagal organisasi independen untuk bulutangkis
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Indonesia. Juga dilengkapi dengan data-data statistik mengenai berapa kali turnamen-
turnamen Internasional seperti piala Thomas-Uber dan All England telah berhasil di
gelar, berapa kali Indonesia berhasil menjuarai turnamen-turnamen tersebut, dan siapa-
sigpa sga yang pernah menjadi bagian dari pasukan Merah-Putih sgak awal
keikutsertaan Indonesia dalam turnamen sampai tahun 2004 yang lalu.

3. Tan, Liang Tie, Djiwa Raga untuk Bulutangkis Indonesia, buku ini merupakan tulisan
dari junalis olahraga Liang Tie Tan dari majalah Star Weekly. Penulisan buku ini dipicu
oleh kejadian monumental saat Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah dari
perhelatan piala Thomas pada tahun 1961 dan saat penyelenggaraan final pala Thomas di
tahun 1967.

4. Suryadinata, Leo, Dilema Minoritas Tionghoa, buku ini membahas masalah
keminoritasan orang-orang Tionghoa di Indonesia yang diteliti dari sudut pandang
politik, ekonomi, konsepsi, budaya, dan hal lain yang masih berkesinambungan dengan
masal ah-masal ah yang diangkat.

1.6 Sumber

Dalam penélitian ini penulis menggunakan sumber-sumber primer berupa koran dan
majalah sgaman seperti Majalah Olahraga, 1940, Pewarta Palembang, 1934, Sn Po, 1935,
Media Indonesia, 1975, Snar Harapan, 1976, dan Kompas, 1978. Disamping sumber-sumber
primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku
seperti karya Ong Hok Ham, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, Y unus Jahja, Peranakan
Idealis dari Lie Eng Hok sampai Teguh Harya, PBSI, Sgjarah Bulutangkis Indonesia, Justian
Suhandinata, Suharso Suhardinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam
Memper satukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade, dan Liang Tie tan, Djiwa Raga untuk
Bulu Tangkis Indonesia. Dengan menggunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan
data untuk mengkaji permasalahan yang digukan. Penelusuran data juga dilakukan melalui
sgjarah lisan, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa
yang tengah dikaji, Tan Joe Hok.

Sumber-sumber tersebut penulis dapatkan antara lain dari Perpustakaan Fakultas [Imu
pengetahuan Budaya, Perpustakaan Nasiona RI, Kantor Pusat PBSI Gedung Menpora Senayan,
dan Arsip Nasional.
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|.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari Bab | Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,
permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, sistematika penulisan, dan
daftar acuan. Bab 1| Masyarakat Tionghoa Dalam Politik dan Ekonomi Pada Masa Sebelum dan
Sesudah Kemerdekaan Indonesia yang berisi tentang gambaran masyarakat Tionghoa dalam
politik dan ekonomi pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan, yang terdiri keadaan politik
sebelum kemerdekaan, keadaan politik setelah kemerdekaan, keadaan ekonomi sebelum
kemerdekaan dan keadaan ekonomi setelah kemerdekaan. Bab |11 Persatuan Bulutangkis Seluruh
Indonesia dan Peranan Masyarakat Tionghoa 1951-1978 yang berisi penjelasan tentang
bulutangkis Indonesia sejak awal masuk ke Indonesia sampai berdirinya PBS| serta peran yang
di lakukan masyarakat Tionghoa dalam perkembangan bulutangkis Indonesia, yang terdiri dari
bulutangkis Indonesia pada tahun 1950-1978, masyarakat Tionghoa dalam perkembangan
bulutangkis Indonesia, dan atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa 1951-1978. Sedangkan
bab IV Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia 1945-1978
beris tentang atlet etnis Tionghoa dalan menghadapi kebijakan kewarganegaraan yang
diterapkan oleh pemerintah, yang terdirir dari peraturan kewarganegaraan Indonesia setelah
kemerdekaan, kedudukan etnis Tionghoa dalam Undang-undang kewarganegaraan Indonesia
1945-1978, kedudukan hukum atlet bulutangkis Indonesial951-1978 serta dampak dari
dikeluarkannya perturan-peraturan tersebut terhadap masyrakat Tionghoa umumnya dan atlet
Tionghoa khususnya. Terakhir, bab V yang berisi penutup dan kesimpulan.
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BAB 11
MASYARAKAT TIONGHOA DALAM POLITIK DAN EKONOMI
PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH
KEMERDEKAAN INDONESIA

I1.1 Keadaan politik sebelum kemer dekaan
Orang Tionghoa selalu merupakan minoritas bagi bangsa Indonesia. meskipun dengan

pertumbuhan yang cukup pesat dari golongan minoritas ini, namun bagi masyarakat Indonesia
jumlah mereka tetap tidak akan bisa mewakili penduduk Indonesiadari seluruh jumlah penduduk
Indonesia. Stereotip minoritas etnis Tionghoa juga akibat dari kenyataan bahwa sepanjang
sgjarah bangsa Indonesia etnis Tionghoa telah hidup terkonsentrasi dalam dalam kota-kota besar
maupun dalam kota-kota kecil.

Terkonsentrasinya masyarakat Tionghoa dalam sebuah kota baik besar maupun kecil
dapat dikatakan sebagal akibat dari sistem politik yang dijalankan oleh Belanda selama berada di
Indonesia Meskipun pada dasarnya, sebelum Belanda datang ke Indonesia sudah banyak
perkampungan-perkampungan Tionghoa yang dibangun oleh mereka sendiri. Namun Belanda
ketika berkuasa di Indonesia sangat nyaman dengan keadaan terkonsentrasinya penduduk
Tionghoa, selain karena tidak harus sibuk mengurusi permasalahan mereka, juga dikarenakan
oleh adanya rasa cemas akan terjadinya percampuran ras diantara mereka. Mestissage atau
percampuran rasial bagi Belanda adalah sumber subversi yang berbahaya yang nantinya dapat
mengakibatkan kemerosotan Eropa dan keruntuhan moral mereka. Rasa cemas yang mereka
rasakan karena masalah hibriditas’® menjadi pengingat mereka untuk menghentikan segala
pembaharuan yang lebih liberal di Hindia Belanda. Karena bagi mereka penjajahan bukan sgja
berarti masuk kedalam bangsa jajahannya, tapi juga sekaligus sebagai pembeda antara yang
menjajah dan yang dijajah, membedakan antara Belanda sgjati dengan pribumi yang dengan
status pinjaman baru kemudian bisa menjadi sama dengan orang eropa, sebagal pembeda antara
warga hegara dan kawula, dan juga antara kelas-kelas sosial orang Eropa itu sendiri. Dasar inilah
yang kemudian menjadi alasan mengapa harus adanya penggolongan sosia di Hindia Belanda

yang didasarkan pada ras. Penggolongan ras ini di jadikan Belanda sebagal penjaga agar

'8 Hibriditas adalah hasil dari persilangan yang berbeda ; berasal dari kata Hibridisasi yang berarti persilangan dari
populasi yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga, Depdiknas, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
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masyarakat penjgjah tidak mengalami kekacauan dan ketidakjelasan sebagai akibat dari bentuk-
bentuk percampuran rasial. Sehingga akhirnya pribumi harus tetap berada dalam kalangan
pribumi dan harus tetap berperilaku sebaga pribumi, begitu juga dengan Tionghoa yang (saat
penggolongan rasial terjadi) masih akrab dengan panggilan "Cina’*® harus tetap berada
dikalangan Cina dan berperilaku sebagai Cina.°

Ada beberapa sistem yang diterapkan Belanda agar etnis Tionghoa tetap hidup dalam
golongan mereka sendiri. Sistem pertama adalah sistem opsir. Dalam sistem ini, pemerintah
kolonial mengangkat seorang kepala kelompok dari ras Tionghoa yang bertugas membantu
pemerintah kolonial untuk mengurusi keperluan ras tersebut yang menyangkut masalah adat
istiadat dan agama, sekaligus sebagal orang yang mampu menyelesaikan pertikaian yang terjadi
dalam rasnya. Kepala kelompok itu biasa disebut dengan sebutan Kapitan. Dalam menjalankan
tugasnya, Kapitan dibantu oleh Letnan dan diawasi oleh Mayor. Sistem ini kemudian dihapuskan
pada abad ke-20 ketika nasionalis Tionghoa berpendapat bahwa opsir hanya merupakan simbol
kepentingan Belanda dan tidak menghormati mereka, sehingga kemudian sistem opsir ini di
tiadakan oleh Belanda.

Sistem kedua yang dijalankan oleh Belanda adalah sistem permukiman dan pas jalan.
Peraturan ini berbunyi, bahwa orang Timur Asing sebagai penduduk Hindia Belanda sebisa
mungkin dikumpulkan dalam daerah-daerah yang terpisah dibawah pimpinan mereka masing-
masing. Dalam sistem ini juga mewajibkan Tionghoa untuk memiliki pas jalan. Pas jalan
diberikan awalnya untuk kepentingan berdagang dan industri atau usaha lainnya, dan dapat serta
merta dicabut untuk masalah kepentingan umum. Pada abad ke-19, peraturan dalam sistem ini
diperketat, yaitu orang Tionghoa wajib memiliki pas jalan setiap kali akan keluar dari rumah dan
bagi yang melanggar akan mendapat hukuman denda yang berat. Sistem ini dihapuskan pada
tahun 1920-an, ketika pergerakan Pan-Chinaisme mulai bangkit. Meski sudah dihapuskan,
namun akibat dari sistem ini sangat besar, yaitu keterpisshan yang sangat panjang antara

masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi, yang secara tidak langsung juga membatasi

19 aporan Penelitian LEKNAS LIPI Pengaruh Agama dan Kepercayaan Golongan Minotitas Tionghoa Terhadap
Dorongan Berintegerasi Kedalam Masyarakat Indonesia, Jakarta: LEKNASLIPI, 1978. him. 17.
% pramudya Anantatoer, Hoakian di Indonesia, Jakarta : Garba Budaya, 1999. him. 34.
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komunikas antara masyarakat Tionghoa dengan tidak hanya pribumi, namun juga dengan ras
lainnya.®*

Sistem-sistem Belanda ini mengakibatkan semakin kukuhnya etnis Tionghoa sebagai
masyarakat tersendiri yang menebalkan ”label” mereka sebagai rakyat Tiongkok, serta semakin
membuat masyarakat pribumi Indonesia melihat etnis Tionghoa sebagai etnis yang tidak mau
membaur dan sangat berkesan ”mengisolasi diri” mereka terhadap masyarakat Indonesia. Kesan
isolas diri tercipta karena walaupun semua sistem penggolongan yang dilakukan Belanda sudah
dihapuskan, hanya sedikit dari etnis Tionghoa yang memutuskan keluar dari pemukiman mereka.
Padahal jika dilihat |ebih lanjut, rasa enggan mereka untuk berpindah dari pemukiman mereka
dikarenakan mereka sudah terlanjur nyaman dengan tempat tinggal mereka dan karena
pertimbangan kemudahan usaha yang sudah mereka jalankan sebelum berakhirnya sistem yang
dibuat Belandaini.??

Namun begitu, meskipun telah hidup bersama dalam satu pemukiman selama bertahun-
tahun tidak menjadikan etnis Tionghoa |ndonesia memiliki satu pandangan nasionalisme® yang
sama. Berdasarkan pandangan nasionalisme, etnis Tionghoa Indonesia terbagi dalam dua
kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang disebut masyarakat Tonghoa totok dan
yang kedua adalah masyarakat Tionghoa peranakan. Tionghoa totok adalah mereka yang sgjati,
mereka yang merupakan kelahiran Tiongkok. Sedangkan Tionghoa peranakan adalah mereka
yang lahir di Indonesia dan berasal dari peranakan campuran. Selain dari tempat lahir dan asal
keturunan, totok dan peranakan juga dilihat dari bahasa yang dipergunakan sehari-hari.
Masyarakat peranakan biasanya memakai bahasa melayu sebagal bahasa sehari-hari mereka,
berbeda dengan masyarakat totok yang masih menggunakan bahasa-bahasa besar Tiongkok
seperti Kanton, Hokian, atau Hakka.®* Melihat hal ini maka penting untuk mengetahui lebih jauh
faktor-faktor pemicu terbaginya masyarakat Tionghoa ke dalam dua kelompok besar ini dan apa

sgja pemikiran dari masing-masing kelompok.

21 |_eo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa kasus Indonesia, Jakarta : LP3ES, 2002, him. 73-78.

# Charles A. Choppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, him. 30.

2 Nasionalisme adalah : 1. Paham (gjaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. 2. Kesadaran keanggotaan
dalam suatu bangsa yang secara potensial/aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan
identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu : semangat kebangsaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ed. Ketiga, Depdiknas, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

2 Charles A. Choppel, “Mapping the peranan Chinese in Indonesia, Papers on Far Eastern History, 8 September
1973, him. 143-145.
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[1.1.1 Masyarakat Totok

Bagi masyarakat Totok, "sekali Tionghoa, tetap Tionghoa’, meskipun terpisah olah
lautan, namun dengan keseragaman yang kuat dan ras yang bersatu, maka pada hakikatnya
mereka adalah pewaris peradaban Tionghoa® meskipun masyarakat Tionghoa telah
berakulturasi secara luas dengan masyarakat pribumi Indonesia, namun tidak membuat
masyarakat Tionghoa totok berpindah orientasi dari Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, yang pertama adalah kenyataan bahwa mereka yang berimigrasi ke Indonesia berasal dari
generasi pertama dan kedua. Ditambah pula dengan keadaan dimana sudah banyak wanita
Tionghoa yang ikut berimigras sehingga dengan cepat menciptakan keluarga-keluarga tionghoa
yang terdiri dari bapak asli Tiongkok dan ibu yang asli Tiongkok walaupun anak mereka lahir di
Indonesia. Pertumbuhan keluarga-keluarga asli ini semakin menimbulkan rasa kebanggaan akan
nasionalisme Tiongkok yang ada pada diri mereka. Faktor kedua adalah faktor pemukiman.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa akibat bentuk pemukiman yang dibuat oleh
Belanda masyarakat Tionghoa semakin menebalkan “label” mereka sebagal masyarakat
Tiongkok. Faktor pertama dan faktor kedua sangat saling membantu dalam penyebaran kekuatan
rasa nasionalisme Tiongkok yang ada pada masyarakat Tionghoa totok, sehingga kemudian
muncul keinginan untuk kembali menumbuhkan rasa nasionalisme Tiongkok ke dalam diri
semua masyarakat Tionghoa, tidak hanya totok namun juga peranakan. Bentuk nyata dari
keinginan tersebut adalah dengan munculnya sebuah gerakan, yaitu gerakan "kaum muda’ atau
»Jong Chineesche Beweging” yang berasal dari kalangan Tionghoa baik muda atau pun tua.?®
Gerakan ini kemudian berkembang dan mula dikenal dengan sebutan Pan-Cinaisme.

Hasil dari gerakan "kaum muda” ini adalah terbentuknya sebuah organisasi yang
bernama T.H.H.K. (Tionghoa Hoa Hwe Koan). Organisas ini pada awalnya adalah sebuah
organisasi sosial semacam study club yang menjadi tempat bagi orang-orang Tionghoa saling
bertukar pikiran untuk memajukan gjaran Konghucu, kebudayaan, dan tradisi Tionghoa, serta
tentu sgja untuk menggalang persatuan semua orang Tionghoa di Hindia Belanda, baik yang
peranakan maupun yang totok. Pada tahun 1904, T.H.H.K. berubah menjadi sebuah sekolah bagi
semua anak-anak Tionghoa yang mengagjarkan bahasa Melayu, bahasa Inggris dan bahasa
Tiongkok. Perubahan T.H.H.K. dari study club menjadi sekolah disebabkan oleh tidak adanya

% C.P. Fitzgerald, The Third China, Melbourne, 1965, him. 82.
% Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, Jakarta : Trans Media, 2008, him.472.
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perhatian pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Dengan
berdirinya T.H.H.K. sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak Tionghoa dengan sendirinya
semakin menumbuhkan nasionalisme Tiongkok dalam diri masyarakat Tionghoa baik peranakan
mauipun totok.’

Menyikapi ha ini, pemerintah Belanda kemudian mendirikan H.C.S. (Hollandsch
Chineesch School) pada tahun 1907 yang dimaksudkan agar Tionghoa peranakan tidak
mendapatkan pengaruh Tiongkok lebih besar lagi dari Tionghoa totok. H.C.S. adalah sekolah
pertama Belanda yang diperuntukkan bagi masyarakat Tionghoa. Selain berdirinya H.C.S,,
pemerintah Belanda juga mengeluarkan WNO (Wet op het Nederlandsh Onderschap) atau
undang-undang kawula Belanda di tahun 1910 untuk menyatakan hak Belanda terhadap orang
Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai reaksi atas undang-undang kewarganegaraan yang
dibuat oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1909. Namun dengan berdirinya H.C.S. dan
diumumkannya W.N.O. oleh pemerintah Belanda justru semakin membuat masyarakat totok
bangga dengan nasionalisme yang mereka miliki. Mereka menolak keras kehadiran H.C.S.
karena telah melunturkan nasionalisme Tiongkok dalam diri masyarakat peranakan yang
bersekolah di sana. Masyarakat totok juga menolak diberlakukannya WNO, bagi mereka WNO
hanya akan memecah masyarakat totok dan peranakan. Untuk menyuarakan penolakan dan
pandangan nasionalisme mereka, maka masyarakat totok mendirikan surat kabar Sin Po tidak
lama setelah diumumkannya WNO. melalui surat kabar ini, masyarakat totok bersama
masyarakat peranakan yang masih memiliki orientas kepada Tiongkok menyuarakan pendapat-
pendapat mereka dan ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah Belanda
menyangkut WNO. dan keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam Volksraad di tahun 1918. Bagi
orang-orang Sin Po (sebutan untuk mereka yang tergabung dan mendukung pemikiran-pemikiran
Sin Po), Cina adalah pelindung bagi semua Tionghoa perantauan dan mereka akan dapat hidup
jika semua Tionghoa peranakan memiliki ikatan dengan Cina. Oleh sebab itu tidak seharusnya
mereka mendukung WNO, dan tidak perlu juga mereka mengirimkan wakil dalam Volksraad
karena yang seharusnya mereka lakukan adalah bagaimana agar dapat menjadikan Tiongkok
manjadi negara yang semakin kuat dan terpandang agar mereka sebagai bangsa keturunannya

juga dapat menjadi masyarakat yang kuat dan terpandang. Pendapat dan pandangan orang-orang

27 bid, him. 26.
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Sin Po ini tetap bertahan samapai Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda, mereka tetap
mendukung kebangkitan Tiongkok.

[1.1.2 Masyarakat Peranakan

Bagi masyarakat peranakan Tionghoa Indonesia, Tiongkok hanya dipandang sebagai
tanah kelahiran leluhur mereka. Perasaan nasionalisme Tiongkok dalam diri mereka tidaklah
sebesar seperti yang dimiliki oleh masyarakat totok. Berbeda dari masyarakat totok yang
memang lahir dan mengenal secara langsung kebudayaan Tiongkok, masyarakat peranakan tidak
lahir di Tiongkok sehinggatidak mengenal secaralangsung kebudayaan Tiongkok selain sebagai
kebudayaan leluhur mereka. Ini faktor utama mengapa mereka tidak memiliki nasionalisme
sebesar masyarakat totok. Selain itu, akuluturasi masyarakat peranakan dengan masyarakat
pribumi jauh lebih besar dari masyarakat totok, karena mereka tidak mengenal dan tidak hidup di
keluarga yang masih memakai bahasa Tiongkok, maka dengan mudah mereka menerima bahasa
melayu sebagal bahasa sehari-hari mereka. Ketika Pan-Cinaisme berkembang di tahun 1900
mereka hanya mengikuti sebatas dari rasa hormat kepada tanah leluhur semata, dan ketika H.C.S.
berdiri sebagai imbangan atas berdirinya T.H.H.K., banyak dari mereka yang memutuskan untuk
bersekolah di H.C.S. bukan lagi di T.H.H.K.. Hasil pendidikan yang mereka terima di H.C.S.
semakin melunturkan nasionalisme Tiongkok mereka. Bagi mereka Tiongkok bukanlah tanah air
yang harus didukung. Bagi mereka, Hindia Belanda adalah tanah air mereka yang harus di
dukung, karena jika tidak mendukung Hindia Belanda, siapa yang akan memenuhi kebutuhan
mereka selain pemerintah yang sedang berjalan, mereka sama sekali tidak bisa melihat
perlindungan yang bisa diberikan oleh Tiongkok. Perbedaan pandangan antara masyarakat totok
dan peranakan semakin tajam terjadi ketika WNO diberlakukan dan Volksraad didirikan.
Masyarakat peranakan sangat mendukung WNO dan dengan semangat mengirimkan wakil
mereka dalam Volksraad. Meskipun pada akhirnya terjadi perpecahan diantara masyarakat
peranakan, yaitu mereka yang mendukung Hindia Belanda dengan mereka yang mendukung
Indonesia.

Umumnya mereka yang mendukung Hindia Belanda adalah mereka yang lulusan H.C.S,,
dengan sistem pendidikan Belanda tidak heran jika mereka melihat Hindia Belanda yang dapat
membantu mereka agar tidak lagi menjadi masyarakat minoritas di Indonesia. Sedangkan mereka

yang mendukung Indonesia adalah mereka yang melihat bahwa sesungguhnya yang harus
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mereka dukung dan mereka bela adalah Indonesia. Karena mereka yakin bahwa nantinya mereka
akan hidup dalam negara Indonesia, tidak lagi Hindia Belanda, untuk itu agar nantinya
masyarakat Tionghoa tidak lagi menjadi masyarakat minoritas, mereka harus memberikan
loyalitas mereka terhadap Indonesia, bukan Hindia Belanda.

Mereka yang berorientasi kepada Hindia Belanda kemudian mendirikan Chung Hwa Hui
(CHH) pada tahun 1928. Dalam CHH, masyarakat totok dilarang menjadi anggota, mereka
hanya menerima orang Tionghoa yang sudah disahkan oleh WNO. CHH mengambil sikap
konservatif terhadap pergerakan nasionalis Indonesia. Pandangan CHH mengalami perubahan
ketika Jepang berhasil menguasal Indonesia menggantikan Belanda. Ketika Jepang memerintah,
kelompok CHH memilih kewarganegaraan Cina ketika kekawulaan Belanda berakhir, mereka
juga bersedia mendukung rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Alasannya adalah
karena Cina juga sedang berjuang memperoleh kemerdekaan dan mereka berhutang budi kepada
Indonesia karena telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini terbalik dengan
sikap loyal mereka yang tergabung dalam PTI (parta Tionghoa Indonesid). PTI berdiri tahun
1932. PTI, mengakui adanya perbedaan antara totok dan peranakan. Tiohoa totok dan peranakan
memiliki tujuan hidup yang berbeda, Tionghoa totok dapat kembali ke Tiongkok setelah
mendapatkan nafkah, sedangkan Tionghoa peranakan tidak mempunyai tempat lain yang di tuju
karena sudah sejak lahir berada di Indonesia. Sehingga nasib Tionghoa peranakan tidak bisa
bergantung kepada Tiongkok maka mereka harus mandiri dan bersahabat dengan Indonesia
Pandangan PTI tetap pada pemikiran awal ketika Jepang menggantikan kedudukan Belanda,

mereka tetap mendukung penuh perjuangan rakyat |ndonesia hingga mencapa kemerdekaan.

I1.2 Keadaan politik setelah kemerdekaan

Ketika Indonesia merdeka, masyarakat Tionghoa bisa dikatakan mengalami perubahan
besar dalam pemikiran politik mereka meskipun sebagian Tionghoa totok mash
mempertahankan orientasi Tiongkok mereka secara budaya. Kondisi Indonesia yang merdeka
namun tetap dikuasai oleh Belanda bersama Inggris di beberapa daerah bagiannya telah membuat
adanya perubahan dalam alur poltik masyarakat Tionghoa. Meskipun terjadi perubahan dalam
politik masyarakat Tionghoa, yang tidak juga berubah dalam kondisi Indonesia merdeka adalah
politik berdasarkan etnisitas dalam masyarakat Tionghoa yang masih tetap terjadi.
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Dimasa kemerdekaan, masyarakat totok akhirnya dapat bersatu paham dengan
masyarakat peranakan yang pada awalnya mendukung Hindia Belanda®® Mereka tergabung
dalam sebuah partai baru yang bernama PT atau Persatuan Tionghoa yang berdiri di tahun 1948.
melalui PT mereka medukung pemerintahan Indonesia dan mulai mengakulturasikan diri ke
dalam politik Indonesia, namun tidak untuk budaya. Mereka tetap berpegang teguh pada budaya
mereka sebagal etnis Tionghoa. Melalui PT juga mereka berharap agar Indonesia yang telah
merdeka bersedia memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat Tionghoa sama dengan
hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat pribumi Indonesia. Pemikiran tionghoa totok
ketika berada dalam PT mengalami perubahan, jika sebelum kemerdekaan mereka tidak
menginginkan adanya wakil Tionghoa dalam |embaga perwakilan, sekarang mereka
menginginkan adanya perwakilan dalam |embaga perwakilan. Menurut PT, dengan adanya
perwakilan Tionghoa dalam lembaga kenegaraan akan memudahkan tersampaikannya suara
masyarakat Tionghoa kepada pemerintah, serta terwujudnya harapan agar dapat terciptanya
hubungan yang baik antara Tiongkok dengan Indonesia.

Pada tahun 1950, PT merubah nama menjadi PDTI, Parta Demokras Tionghoa
Indonesia. Perubahan nama ini tidak merubah visi dan misi yang dimiliki oleh PT sgjak awal,
yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat Tionghoa. Namun tidak lama setelah perubahan
nama ini, PDTI terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok pertama yang berpendapat
bahwa jika masyarakat Tionghoa masih berdiri melalui partai yang berdasarkan asal-usul etnis,
mereka akan semakin terpencil dan memungkinkan peningkatan pendiskriminasian atas etnis
Tionghoa, dengan kata lain, kelompok ini menginginkan adanya akuluturasi dan asimilasi yang
lebih luas antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Kelompok kedua,
menentang pendapat ini. Menurut kelompok ini, percuma sgja masyarakat Tionghoa berusaha
bergabung dengan partai-partai lain untuk menghilangkan keminoritasan mereka, karena
dimanapun mereka berada mereka akan tetap menjadi minoritas, dan jika ada pertentangan
antara minoritas dan mayoritas tentu sgja yang akan menang adalah mereka yang berasal dari
mayoritas. Pertentangan dua kelompok ini menyebabkan “mati” nya PDTI, sehingga pada akhir
tahun 1953, PDTI berubah kembali menjadi BAPERWAT, Badan Permusyawaratan Warga
Negara Keturunan Tionghoa, yang tetap dengan anggaran dasar PDTI dengan anggota yang

terdiri dari gabungan partai-partai kecil Tionghoa yang berdifusi.

% |_eo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa kasus Indonesia, Jakarta : LP3ES,2002, him. 60.
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Jikadilihat dari kondisi Indonesiadi awal kemerdekaan, pecahnya PDTI disebabkan oleh
beberapa hal. Pertama adalah karena tidak ditolaknya masyarakat Tionghoa untuk masuk ke
dalam partai-partai politik Indonesia. Sehingga, masyarakat Tionghoa merasa lebih menjadi
bagian dari masyarakat Indonesia jika mereka bergabung dalam partai-partai politik Indonesia
yang tergolong sebagai partai yang besar dibandingkan dengan partai Tionghoa yang minoritas.
Harapan mereka setelah bergabung tentu sgja suara dan aspirasi mereka dapat lebih terdengar,
juga agar mereka dapat benar-benar melebur ke dalam masyarakat majemuk mayoritas, sehingga
tidak lagi dianggap sebagai minoritas. Hal kedua adalah kenyataan pandangan masyarakat
Indonesia yang memang belum bisa memandang masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat yang
tidak minoritas. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat kelompok kedua tidak setuju dengan
pandangan kelompok pertama. Pandangan masyarakat indonesia yang tidak berubah atas
masyarakat Tionghoa adalah karena masyarakat Tionghoa tetap terlihat eksklusif dimata
masyarakat Indonesia. Eksklusivitas mereka menurut masyarakat Indonesia terlihat dengan
membiarkan kelompok-kelompok politik mereka memakai nama Tionghoa dan tidak menerima
kehadiran anggota diluar etnis Tionghoa Satu-satunya kelompok politik Tionghoa yang
memperbolehkan orang Indonesia menjadi anggotanya hanya PT1 sgja, namun pada akhirnya PTI
bubar karena masyarakat Tionghoa lebih tertarik untuk menjadi anggota PT dengan alasan
program PT lebih moderat dan komunal.

Selain eksklusif, masyarakat Indonesia masih ragu akan kesetiaan masyarakat Tionghoa
terhadap Indonesia. Y ang paling menonjol adalah masalah kewarganegaraan. Akibat dari sistem
dwi kewarganegaraan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa membuat masyarakat Indonesia
mempertanyakan kesetiaan masyarakat Tionghoa kepada Indonesia, dan meskipun permasalahan
dwi kewarganegaraan telah diselesaikan di tahun 1955 yang mengharuskan masyarakat Tionghoa
memilih antara kewarganegaraan Indonesia atau Tiongkok, masyarakat Indonesia tetap tidak
melihat mereka yang memlih warga negara Indonesia sebagai bentuk kesetiaan, namun karena
mereka adal ah oportunis.?®

Masalah kewarganegaraan dan masalah keraguan kesetiaan ini lah yang membuat
hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoa belum sepenuhnya dapat
melebur dan membaur. Jika digambarkan, kondisi masyarakat Tionghoa dalam perpolitikan di

% Mary F. Somers, Kewarganegaraan dan |dentitas: Etnis China dan Revolusi Indonesia, Perubahan Identitas
Orang Cina Di Asia Tenggara, Penyunting, Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu, Jakarta : Pustaka Utama Gréfiti,
1991, him. 179.
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awa kemerdekaan adalah seperti memakan buah simalakama. Jika mereka mendukung kalangan
oposiss mereka akan disebut subversif, jika mereka mendukung penguasa mereka disebut
oportunis, dan jika mereka memilih menjauhkan diri dari perpolitikan mereka juga akan disebut

sebagai oportunis karena akan dikatakan sebagai pencari keuntungan semata.*

I1.3 Keadaan ekonomi masyar akat Tionghoa sebelum kemerdekaan

Sebelum merdeka, masyarakat Tionghoa berperan sebaga pedagang perantara yang
membagi-bagikan barang, dan melayani kelompok Eropa dan kelompok pribumi. Peran sebagai
pedagang perantara, membuat orang Tionghoa banyak mendapatkan hak monopoli dari Belanda,
seperti monopoli perahu, tambang, pemotongan hewan, candu, tempat-tempat perjudian yang
telah mendapat lisens dari pemerintah.** Beragamnya monopoli yang dikuasai oleh orang
Tionghoa menambah keuntungan yang cukup besar bagi mereka di luar dari peran mereka
sebagal pedagang perantara.

Hal ini terus berlangsung sampai awal abad 20 ketika kemudian timbul keprihatinan
besar dari orang-orang Belanda yang menyaksikan kesejahteraan hidup orang-orang Jawa terus
merosot. Keprihatinan yang di alami kalangan Belanda, memunculkan sebuah politik baru yang
berfungs untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Jawa, yaitu Politik Etis. Dalam politik ini,
orang-orang Tionghoa tidak lagi mendapatkan hak monopoli dalam perdagangan ataupun dalam
kegiatan ekonomi lainnya, sehingga merubah peran orang-orang Tionghoa dari pedagang
perantara menjadi pedagang eceran selama babak kedua berlangsung.

Perubahan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah kolonial tidak membuat
perekonomian orang Tionghoa mengalami kemunduran, melainkan telah menumbuhkan
kesadaran nasional tersendiri di kalangan orang-orang Tionghoa yang kemudian memicu
terbentuknya Kamar Dagang Tionghoa (sianghwee)® yang berfungs sebagai perwakilan
kepentingan dagang orang Tionghoa.®® Selain sianghwee, kondisi politik juga menguntungkan

% viktor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, London : Oxford University Press, 1965, him. 462.

% ea E. Williams, Overseas Chinese Nationalism : Tha Genesis of the PanChinese Movement in Indonesia, 1900-
1916. Clencoe : Free Press, 1960, him. 24-27.

%2 Munculnya kamar dagang Tionghoa ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu terbentuknya Sarekat Dagang
Islam pada tahun 1911, sekaligus melambangkan munculnya persaingan di pasaran antara kelompok Tionghoa dan
kelompok Indonesia yang menurut W.F. Wertheim sebagai akar dari ketegangan antara orang-orang Tionghoa dan
Indonesia dalam bidang perekonomian. (lihat Charles A. coppel Tionghoa Indonesia dalam Krisis, him. 50, dan W.
F. Wertheim East West Parallels, him. 78.)

% LeaE. Williams, Op.cit., him. 95-103.
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bagi pedagang Tionghoa ketika pemerintah kolonial akhirnya menghapuskan sistem surat jalan
dan sistem pemukiman bagi masyarakat Tionghoa. dengan dihapuskannya sistem ini, semakin
memungkinkan bagi pedagang Tionghoa masuk ke dalam desa-desa yang sebelumnyatidak bisa
mereka rambah.

Pemberian monopoli, pembatasan melalui Politik Etis, sistem pemukiman, dan sistem
pass jalan, serta penghapusan sistem tersebut, membuat kondisi perekonomian masyarakat
Tionghoa di masa sebelum kemerdekaan terus menunjukkan kemagjuan. Meskipun terjadi
persaingan ekonomi yang bersifat rasial, dan terkena depresi ekonomi global, namun secara
umum, dengan melihat tabel nomer 1, kondisi perekonomian masyarakat Tionghoa tetap dalam
kondisi yang baik bahkan dapat dikatakan meningkat.**

Tabel 1. Pendapatan non upah sesuai golongan penduduk tahun 1935-1937%

Jumlah orang Pendapatan bersih pertahun
(dalam gulden)

1935
Eropa 15.999 47.683
Indonesia 7.598 13.693
Tionghoa 27.686 63.758
Timur Asing lainnya 3.124 7.887

1936
Eropa 16.188 46.851
Indonesia 7.583 13.726
Tionghoa 28.527 65.183
Timur Asing lainnya 3.134 8.264

% Tolak ukur kondisi baik perekonomian orang Tionghoa di ambil dari bukti yang diajukan oleh Mary F. Somers
tentang penduduk dari ketiga golongan yang membayar pajak di atas 1.000 gulden per tahun selama tahun 1922-
1939, dalam Peranakan Chinese Palitics in Indonesia him. 28-29.

% Charles A. Coppel, Op. cit., him. 51.
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1937
Eropa 16.577 51.943
Indonesia 11.162 21.073
Tionghoa 31.593 78.892
Timur Asing lainnya 3.217 9.024

Dari data diatas akhirnya bisa dimengerti kenapa banyak yang mengatakan bahwa
masyarakat Tionghoa adalah masyarakat pedagang. Jumlah mereka yang berada di kalangan
masyarakat non upah cukup besar jumlahnya dengan jumlah pendapatan yang besar pula
dibandingkan tiga golongan lainnya. Tabel diatas juga dapat menjadi sedikit alasan kenapa
masyarakat pribumi merasa iri dan sangat ingin mengambil peranan perdagangan di Indonesia.
Melihat jumlah penghasilan yang besar dan terus meningkat, masyarakat pribumi berpikir bahwa
dengan pengambil aihan perdagangan, hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pemikiran ini yang mendasari pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi nasionalisasi oleh
masyarakat pribumi di masa kemerdekaan.

I1.4 Keadaan ekonomi masyar akat Tionghoa setelah kemer dekaan

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa semua
warga Negara berkedudukan sama di depan hukum dan bahwa pemerintah akan menjamin hak-
hak mereka tanpa membedakan asal-usul rasial yang kemudian di yakinkan kembali di tahun
1946 oleh Wakil Presiden Hatta kepada orang Tionghoa peranakan, bahwa Tionghoa yang
berkewarganegaraan akan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan penduduk
Indonesia adli, dan meskipun tujuan awal dari proses Indonesias ini bukan untuk
mendiskriminasikan masyarakat Tionghoa dalam perekonomian Indonesia, namun dalam
perjalanannya tetap sgja masyarakat Tionghoa mendapatkan batasan dan diskriminasi dalam
perekonomian Indonesia.

Rasa takut, rasa khawatir dan rasa tidak suka secara rasial masyarakat Indonesia kepada
masyarakat Tionghoa membuat pemerintah Indonesia yang baru terbentuk mengambil jalan
untuk membatasi gerak masyarakat Tionghoa dalam bidang ekonomi. setidaknya ada lima
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kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi dengan tujuan melindungi
pengusaha dan pelaku ekonomi Indonesia.

Kebijakan itu adalah : Kebijakan ekonomi “adli”, yaitu kebijakan ekonomi nasional
pertama yang dibuat untuk membatasi peranan pedagang dan pelaku ekonomi selain dari
Indonesia. Meskipun awanya dibuat untuk mengeluarkan elemen-elemen kolonial dari
perekonomian Indonesia, namun kemudian juga berdampak dengan terusirnya pelaku-pelaku
ekonomi dari Tionghoa. Tujuan dari kebijakan ekonomi “adli” ini adalah untuk melindungi
posis golongan ekonomi lemah®, yaitu masyarakat Indonesia asli. Peraturan-peraturan baru
terus dibuat untuk membantu golongan ekonomi lemah memperoleh keringanan dalam beban
pinjaman dan memperoleh pelayanan khusus agar memudahkan proses untuk mendapatkan
berbagai ijin dagang. Keringanan beban pinjaman diberikan oleh bank-bank melalui kredit lunak
yang dikeluarkan khusus untuk pengusaha-pengusaha pribumi, kementrian perindustrian
menggunakan wewenangnya untuk mengutamakan perusahaan-perusahaan pribumi, dan
beberapa lembaga bank menyediakan bantuan kredit untuk bidang pertanian, perdagangan, dan
proyek-proyek industri. Setelah kebijakan ekonomi "adli”, di buat sebuah program yang
dinamakan Program benteng. Tujuan dari program benteng ini adalah untuk melindungi para
importir asli (orang Indonesia) agar mampu bersaing dengan para importir asing. Latar belakang
pembuatan peraturan ini adalah karena golongan pribumi ingin memperoleh dominas
perekonomian. Sehingga dengan jalan membuat peraturan di bidang impor yang kemudian
meluas ke bidang-bidang perekonomian yang lain sehingga akhirnya golongan pribumi
mendapatkan dominasi perekonomian di Indonesia secara utuh.

Perlindungan terhadap para importir pribumi yang kemudian disebut dengan importir
benteng ini diberikan dalam bentuk perlakuan istimewa seperti pemberian kredit, serta ijin dan
lisensi barang-barang impor. Tujuan kebijakan ini selain melindungi para importir pribumi, juga
bertujuan untuk mendorong perkembangan kelas wiraswastawan pribumi yang dimulai dengan
menghadapi masalah-masalah perdagangan barang impor yang relatif sederhana dan meluas
sampai usaha-usaha yang lain. Golongan importir yang termasuk ke dalam importir benteng

adalah importir pribumi yang baru dalam bidang impor, memiliki perusahaan yang legal baik

% Disebut dengan golongan ekonomi lemah karena saat itu masyrakat pribumi belum memiliki pengalaman dan
kemampuan yang cukup dalam bidang ekonomi, dikarenakan sebelumnya perekonomian di pegang oleh pemerintah
kolonial dan pengusaha Tionghoa. Hal itu pula yang membuat masyarakat Tionghoa di sebut dengan golongan
ekonomi kuat.
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secara perorangan atau secara bersama®’ Setelah itu kebijakan dilengkapi dengan di buatnya
kebijakan Indonesiasi penggilingan beras dan fasilitas pelabuhan. Kebijakan ini adalah kebijakan
untuk mempribumikan penggilingan beras dan pelabuhan. Kebijakan ini di lakukan karena saat
itu, orang-orang Tionghoa menguasai sebagian besar penggilingan beras.® Sehingga diperlukan
peraturan untuk mengalihkan kepemilikan penggilingan beras dari orang Tionghoa kepada orang
Indonesia adli. Peraturan ini menyatakan tidak akan diberikannya ijin kepada usaha baru untuk
usaha penggilingan, yang ada adalah pemindahan tangan kepada WNI, yaitu mereka yang tidak
memiliki kewarganegaraan selain kewarganegaraan Indonesia Sedangkan pada saat itu,
masyarakat Tionghoa masih memiliki dua kewarganegaraan.
Pembukaan usaha baru dapat dilakukan, namun dengan mengikuti peraturan prioritas
pemberin ijin usaha baru yang meliputi :*°
1. perusahaan yang dimiliki dan dikelola 100% oleh orang Indonesia asli.
2. Perusahaan patungan yang dikelola atau dimiliki oleh WNI (keturunan asing atau
Tionghoa) bersama-sama dengan orang Indonesiaasli harus berimbang 50 : 50.
3. Perusahaan yang dimiliki dan dikelola 100% oleh WNI (keturunan asing)
4. Perusahaan patungan dari pribumi Indonesia, WNI (keturunan asing), dan orang asing.
5. Perusahaan yang dimiliki oleh orang asing yang tergolong sebagai modal dalam negeri
atau domestik.
Peraturan ini masih diperjelas dengan mencantumkan bahwa pengalihan perusahaan dari orang
Indonesia asli kepada golongan tidak adi dilarang. Kemudian timbul Gerakan Asaat yang
tercetus sebagal bentuk protes akibat keberhasilan yang terbatas dari usaha “pempribumian”
disektor swasta oleh pengusaha pribumi. Asaat adalah seorang politisi yang beralih menjadi
pengusaha. Dia mengorganisasi suatu gerakan dalam sebuah kampanye yang menuntut
penerapan kebijakan diskriminatif terhadap semua yang termasuk golongan Tionghoa termasuk
WNI keturunan Tionghoa, untuk menghilangkan seluruh sisa-sisa kolonialisme. Gerakan ini
tidak berhasil karena walaupun didukung oleh para nasionalis Islam namun mayoritas pemimpin

Indonesia segan memberikan dukungan secara terbuka karena kemungkinan akan

3" Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta : Grafiti Pers, 1984, him. 137.

% pada tahun 1952 di Jawa Timur ada 138 penggilingan beras, sejumlah 154 dimiliki oleh orang asing terutama
Tionghoa. Lihat Leo Suryadinata Dilema Minoritas Tionghoa, him. 138 dan lihat juga Anspach, “Indonesia’, him.
182.

% Sin Po, 17 Oktober 1956
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membahayakan perekonomian Indonesia.*> Dan kebijakan terakhir sebelum orde baru adalah PP
No. 10 1959. Tahun 1959 kembali dibuat peraturan baru yang disebut PP No. 10 1959,
peraturan kali ini melarang perdagangan eceran yang dilakukan oleh orang asing diluar ibu kota
atau daerah pedesaan. Jika orang asing ini mau melakukan perdagangan eceran, mereka terlebih
dahulu harus membuktikan kewarganegaraan mereka. Selain pelarangan perdagangan eceran
oleh orang asing, PP No. 10 ini juga mewgjibkan orang-orang asing ini untuk mengalihkan
perusahaan mereka kepada warga Negara Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1960. juga
mewajibkan orang Indonesia untuk membentuk koperasi pedesaan guna menampung pengusaha-
pengusaha asing tersebut. Mereka yang terkena dampak peraturan ini diperbolehkan untuk
menjadi pegawal koperasi jika mau.

Akibat dari diberlakukannya peraturan tersebut, maka hubungan antara Indonesia dengan
Tiongkok menjadi kacau. Tiongkok Menuduh Indonesia melanggar perjanjian dwi
kewarganegaraan yang menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi kepentingan warga
Negara Tiongkok. Tuduhan Tiongkok dibantah oleh Indonesia dengan mengatakan bahwa itu
terjadi akibat kesalahan para pedagang Tionghoa yang telah melakukan tindakan kapitalistis dan
monopolistis, dengan dibarengi beberapa manipulas dan spekulasi. Dengan memburuknya
keadaaan antara Indonesia dengan Tiongkok akhirnya mengakibatkan pemulangan sejumlah

orang Tionghoa ke Tiongkok.*

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Tionghoa di Indonesia

Tahun Jawa Luar Jawa Jumlah (jiwa)
1920 384.000 425.000 809.000
1930 582.000 651.000 1.233.000
1956 1.145.000 1.055.000 2.200.000

40 Assaat, “The Chinese Grip on our economy” dalam Feith dan Casttles, Indonesian Political Thinking, him. 346.

4 Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia No. 128, 1959.

“Menurut catatan Direktorat Jendral Imigrasi sgjumlah 102.196 warga Negara RRC dipulangkan (sebagian besar
totok). Statitiscalpocket book of Indonesia 1963 (Djakarta: Biro Pusat Statistik, 1964, him. 22, Jen-Min Jih Pao, 15
februari 1961 menyebutkan bahwa kurang lebih 96.000 orang Tionghoa tiba di Cina. Dikutip dari Skinner, “The
Chinese Minority”, him. 115 dan 494.)

“1bid., him. 100
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Dari tabel diatas terlihat jumlah orang Tionghoa pada tahun 1956 sebanyak 2.200.000
jiwa, dari data yang diperoleh, sekitar 102.196 orang yang dipulangkan ke Tiongkok. Maka
jumlah yang dipulangkan ke Tiongkok sekitar 5% dari jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia.
95% nya memilih bertahan di Indonesia karena beberapa faktor seperti misalnya sudah
menganggap Indonesia sebagai tanah air nya meskipun tidak diuntungkan dalam beberapa
peraturan pemerinta. Seperti dalam penerapan PP no. 10 ini, di beberapa desa seperti di daerah
Jawa Barat penerapan dilakukan secara keras dan ketat, yang jalankan oleh penguasa militer
setempat. Tidak hanya dilarang melakukan perdagangan eceran, namun pihak militer Jawa Barat
khususnya juga melakukan perintah pengusiran masyarakat Tionghoa dari desa mereka. Hal ini
menyebabkan kerusuhan terjadi di Jawa Barat dan menyebabkan beberapa dari masyarakat
Tionghoa meninggal dunia. Sehingga lebih jauh lagi, hubungan antar suku antara orang
Indonesia asli dan masyarakat Tionghoa menjadi tegang. Memburuknya hubungan Indonesia
dengan Tiongkok, pemulangan warga Tiongkok, dan kerusuhan di Jawa Barat menjadi dampak
buruk dari penerapan PP no. 10. selain itu, seperti hasil dari kebijakan ekonomi yang dijalankan
sebelum PP, masih menunjukkan bahwa masyarakat pribumi masih belum mampu menjalankan
usaha perekonomian, disebabkan faktor kurang pengalaman, kurang modal, dan kurang memiliki
jaringan. Hal inilah yang kemudian mengangguhkan penerapan PP untuk sementara waktu.*

Walaupun banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi gerak ekonomi
orang-orang Tionghoa seperti ekonomi asli, kebijakan benteng, gerakan Assaat, dan PP no.10,
namun hal itu tidak membuat mereka berhenti untuk meneruskan peranan mereka dalam
perekonomian Indonesia. banyak cara untuk menghindari pembatasan-pembatasan yang dibuat
pemerintah. Misalnya dalam menyikapi gerakan benteng, para pengimpor yang tercantum
hanyalah nama sgja, para pribumi kemudian bersedia menjual lisensi mereka kepada orang
Tionghoa, sehingga orang-orang Tionghoa masih dapat melakukan kegiatan impor meskipun
memakal nama pribumi. Dalam hal lain penghindaran kebijakan dapat dilakukan dengan
memasuki ikatan kemitraan yang kuat dengan pengusaha-pengusaha Indonesia, atau bisa juga

dengan mengalihkan uang mereka ke sektor yang tidak terkena pembatasan. *°

“ Leo Suryadinata, Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and Cina : The Sudy of perceptions and Policies,
Kuala Lumpur : Helnemann Asia, 1978, him. 134-137.

45 Mary F. Somers, Kewarganegaraan dan Identitas: Etnis China dan Revolusi Indonesia, Perubahan Identitas
Orang Cina Di Asia Tenggara, Penyunting, Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu, Jakarta : Pustaka Utama Gréfiti,
1991, him. 23-24.
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BAB 111

MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PERKEMBANGAN
BULUTANGKIS DAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN
INDONESIA 1951-1958

[11.1. Masyarakat Tionghoa dalam perkembangan bulutangkis Indonesia
[11.1.1 Atlet Bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa 1951-1958

Peranan orang-orang Tionghoa sebagai atlet bulutangkis Indonesia begitu besar. Mereka
berhasil membawa harum nama negara dalam kejuaran-kejuaraan Internasional. Atlet-atlet
Tionghoa ini bisa dikatakan berasal dari keluarga yang sederhana, karena kebanyakan dari
mereka memiliki orangtua sebagai pedagang. Awa ketertarikan mereka terhadap bulutangkis
dimulai dari sering melihat keluarga mereka memainkan olahraga ini dalam perkumpulan
mereka. Rasa ingin tahu, coba-coba, hingga akhirnya menyukai dan menjadikan olahraga ini
sebagai hobi mereka, membuat mereka tertarik untuk mulai bergabung dalam klub-klub
bulutangkis.* Bergabung dalam klub-kiub tersebut membawa mereka bisa bermain dalam
pertandingan-pertandingan nasional, hingga berkesempatan mewakili Indonesia dalam
pertandingan Internasional. Baik di sektor putra maupun putri, mereka cukup dikatakan berhasi
mengharumkan nama |ndonesia dalam kejuaraan-ke uaraan internasional .

Banyak atlet putra handal yang berasal dari masyarakat Tionghoa untuk tim bulutangkis
Indonesia, sebut sgja Tan Tjin Ho, Sie Kok Tiong, dan Njoo Kim Bie. Tiga nama ini adalah
deretan pertama peman Tionghoa yang bisa dikatakan cukup punya nama daam dunia
bulutangkis Indonesia. Mereka tergabung dalam tim PORI saat menjamu tim Penang dalam
rangka pertandingan persahabatan di tahun 1950. setelah tiga nama pertama tersebut, muncullah
pemain Tionghoa lain yang bernama Tan Joe Hok. Tan Joe Hok langsung merebut hati
penggemar bulutangkis Indonesia ketika ia mengikuti Kejuaraan Nasiona di Surabaya tahun
1954, walaupun di kejuaraan itu ia tidak menjadi juara, namun Tan sempat mengalahkan Njoo
Kim Bie yang sudah lebih dulu bermain dalam keuaraan-kejuaraan bulutangkis. Dua tahun
kemudian atau tepatnya tahun 1956, nama Tan Joe Hok kembali menjadi berita setelah ia
berhasil mengalahkan Eddy Jusuf pemain yang juga telah lebih dahulu berada dalam tim

“6 Seperti yang dituturkan Bapak Tan Joe Hok dalam wawancara dengan penulis melalui telefon
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Indonesia di PORI dalam Kejuaraan Nasiona ke-3 di Bandung. Setelah itu nama Tan selalu
masuk dalam daftar pemain untuk keuaraan-kejuaraan bulutangkis lainnya baik nasional
maupun Internasional. Gelar juara Internasional Tan sendiri didapat pertama kali pada tahun
1957 setelah ia berhasil mengalahkan Amrit Dewan pemain dari India dalam kejuaraan di India
Timur.

Ketika Pidla Thomas diselenggarakan tahun 1958, nama Tan Joe Hok masuk dalam
daftar pemain yang dipimpin oleh Ferry Sonneville bersama beberapa pemain Tionghoa lainnya
seperti Njoo Kim Bie, Li Po Djian, Tan King Gwan, Tio Tjoe Djen, dan Tan Thiam Beng. Hasl
dari pertandingan ini sangat memuaskan karena Indonesia berhasil membawa pulang Piaa
Thomas yang sebelumnya di pegang Malaya selama empat tahun berturut-turut. Selain Piala
Thomas, Tan juga berhasil memenangi beberapa kejuaraan Internasional lainnya di tahun 1958,
diantaranya Asian Games, All Engand, dan kejuaraan di India. Untuk gjang All England, Tan
adalah orang Indonesia pertama yang berhasil mengibarkan bendera marah putih di gjang
tersebut.*’ Tan adalah pemuda kelahiran Bandung, 11 Agustus 1937. Tan memulai Karir
bulutangkisnya dari seringnya bermain dijalanan bersama teman-temannya. Ayahnya adalah
seorang pedagang, sedangkan ibunya adalah seorang pemain bulutangkis ditahun-tahun awal
perkembangan bulutangkis Indonesia. melihat bakat Tan, bapaknya kemudian membuatkan
lapangan di depan rumahnya untuk tempat Tan berlatih. Baru pada usia 12 tahun ketua klub Blue
White, Lie Tjuk Kong mengajaknya bergabung dalam klub. Semenjak itu Tan berlatih setiap
hari, setiap hari pula ia bangun jam 5 pagi kemudian berlari selama dua jam. Kemampuannya
terus berkembang dan semakin berkembang sgak kemenangannya atas Njo Kiem Bie. Prestasi
Tan tidak terhenti sampai disitu, masih bersama Njoo Kim Bie, Li Po Djian, dan Tan King
Gwan, berhasil mempertahankan Piala Thomas sampal tahun 1964. di tahun 1966, Indonesia
memiliki pemain baru yaitu Muljadi atau Ang Tjiang Siang, dan Darmadi atau WWong Pek Shen.
Mereka berdua lantas di kirim ke gang All England namun belum berhasil menjadi juara.
Dengan gagalnya Muljadi dan Darmadi di gang All England 1966, praktis gelar juara All
England untuk Indonesia terhenti sejak tahun 1958 setelah kemenangan Tan Joe Hok.*®

Kemudian pada pertandingan Piala Thomas selanjutnya di tahun 1967, formasi tim

berbeda. Selain munculnya Muljadi dan Darmadi, muncul pula seorang pemain hebat di tahun

47 Star Weekly, “Thomas Cup dan Asean Games’, Ed. 647, 24 Mei 1958
“8 PBSI, Op.cit, him. 67.
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ini, namanya Rudy Hartono. Rudy Hartono lahir dengan nama Nio Hap Liang pada 18 Agustus
1949, adalah anak ketiga dari keluarga Zulkarnaen Kurniawan. Dua kakak Rudy, Freddy
Harsono dan Diana Veronica juga pemain olahraga bulutangkis kendati baru pada tingkat daerah.
Saudaranya yang lebih muda adalah Jeanne Utami, Eliza Laksmi Dewi, Ferry Harianto, Tjos
Hartanto, dan Hauwtje Hariadi. Beberapa adiknya pun ada yang menjadi pemain di tingkat
daerah. Keluarga besar ini tinggal di Jalan Kaliasin 49, sekarang Jalan Basuki Rachmat, kawasan
bisnis di Surabaya. Tempat tinggal ini juga menjadi tempat usaha jahit-menjahit.

Bisnis mereka yang lan termasuk pemrosesan susu dekat  \Wonokromo.
Seperti anak-anak lainnya, Rudy kecil juga tertarik mengikuti berbagai macam olahraga di
sekolah, khususnya atletik. Saat masih SD, ia suka berenang. SM P, ia suka bermain bola voli dan
SMA, ia menjadi pemain sepakbola yang baik. Meski demikian, bulutangkis menjadi minatnya
yang paling besar. Saat usia 9 tahun, Rudy sudah menunjukkan bakatnya pada olahraga ini.
Namun ayahnya, Zulkarnaen Kurniawan, baru menyadari bakatnya ini saat Rudy berusia 11
tahun. Ayahnya adalah pemain bulutangkis yang ikut bertanding di masa mudanya. Sang ayah,
pertama kali bergabung di Persatuan Bulutangkis Oke yang ia dirikan pada 1951. Pada 1964
organisasi ini dibubarkan dan ia pindah ke Surya Naga Group. Di sini, sang ayah diminta melatih
pemain-pemain muda. Dalam melatih, Zulkarnaen menerapkan empat standar: kecepatan, olah
nafas, konsistens, dan agresivitas. Oleh karena standar itulah, ia sering melatih para pemain agar
mahir juga di bidang olahraga atletik khususnya lari jarak pendek dan jauh, melompat, dan
sebagainya.

Saat di Oke, Rudy untuk pertama kali memula program latihannya yang disusun
sedemikan rupa. Sebelumnya Rudy lebih banyak berlatih dengan turun ke jalan. la berlatih di
jalan-jalan beraspal yang seringkali masih kasar dan penuh kerikil, di depan kantor PLN di
Surabaya, sebelumnya bernama Jalan Gemblongan. Setelah pindah ke Persatuan Bulutangkis
Oke yang dimiliki ayahnya, latihannya menjadi lebih sistematis. la dilatih di sebuah gudang
dekat jalur kereta api di PJKA Karangmenjangan. la berlatih di sana hingga malam karena ada
lampu. Lantainya cukup baik dan dekat dari situ berkumpul para penjual makanan. Bilaia lapar,
ia bisa pergi ke sana untuk makan dan minum. Tidak lama kemudian ia bergabung dengan
Rajawali group yang telah banyak menghasilkan pemain bulutangkis internasional. la merasa
bisa memberikan yang terbaik saat berlatih di Rawali. Namun, setelah mendapat masukan dari
ayahnya, ia mengakui bahwa kemampuan teknis dan taktisnya baru dibangun lebih baik setelah
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bergabung dengan Pusat Pelatihan Nasional untuk Thomas Cup di akhir 1965. Sebelumnya, di
usia 15 tahun, Rudy mulai mengukir nama pada saat menjuarai Kejuaraan Nasional Y unior.

Setelah bergabung dengan Pusat Pelatihan Nasional untuk Thomas Cup, kemampuannya
meningkat pesat bahkan nantinya Rudy menjadi pemain hebat, ia berhasil mencatatkan namanya
dalam Guiness Book of The Record karena berhasil membukukan delapan gelar juara All
England, dengan tujuh diraihnya secara berturut-turut sgjak tahun 1968 sampai 1976. Rudy juga
menerima penghargaan tertinggi dibidang olahraga yaitu Diplome D’Honnour dari UNESCO
padatahun 1988 di Paris, berkat prestas dan loyalitasnya terhadap bulutangkis.

Kemunculan Rudy, kemudian merubah komposis tim Piala Thomas Indonesia. Tahun
1967, tim Piala Thomas Indonesia terdiri dari Ferry Sonneville, Eddy Jusuf, Tan King Gwan,
Muljadi, Darmadi, Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Unang AP, dan Agus Susanto.
Sayangnya, dengan formasi ini Piala Thomas gagal di pertahankan karena terjadinya sebuah
insiden dalam pertandingan. Meskipun gagal mempertahankan Pala Thomas, prestasi perorangan
dari beberapa pemain ini terus berkembang pesat. Rudy Hartono misalnya, dia berhasil merebut
gelar juara di gang All England tahun 1968. Keberhasilan ini pun menjadi awa kegemilangan
prestasi Rudy. Karena setelah All England 1968, Rudy bersama Tim Indonesia berhasil merebut
kembali Piala Thomas dan mempertahankannya. Bahkan di tahun 1975 Indonesia berhasil
“mengawinkan” Piala Thomas dengan Piala Uber. Kesuksesan Rudy Hartono terus berlanjut
sampal tahun 1976, setelah itu Rudy memilih beristirahat karena mengalami cedera di
pergelangan kaki kanannya, tak lama setelah ia sukses di All England dan mempersembahkan
delapan gelar juara All England untuk Indonesia.*®

Dalam gjang All England selanjutnya, pemain Indonesia yang turun hanya dua sgja yaitu
Liem Swie King dan lie Sumirat, disini tak ada satu pun dari mereka yang berhasil meraih gelar
juara. Liem lahir di Kudus, Jawa Tengah, 28 Februari 1956 adalah seorang pemain bulutangkis
yang mampu menantang Rudy Hartono di final All England tahun 1976 dalam usianya yang ke-
20. Kemudian Liem menjadi pewaris kegjayaan Rudy di kejuaraan paling bergengs saat itu
dengan tiga kali menjadi juara ditambah empat kali menjadi finalis. Bila ditambah dengan
turnamen grand prix yang lain, gelar kemenangan Swie King menjadi puluhan kali. Swie King
juga menyumbang medali emas Asian Games di Bangkok 1978, dan enam kali membela tim

Piala Thomas. Tiga di antaranya berhasil membawa Indonesia menjadi juara.

49 Justian Suhandinata, Op.cit, him. 343.
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Mulai bermain bulu tangkis sgjak kecil atas dorongan orangtuanya di kota kelahiran
Kudus, Swie King yang lahir 28 Februari 1956 akhirnya masuk ke dalam klub PB Djarum yang
banyak melahirkan para pemain nasional. Usai menang di Pekan Olahraga Nasional saat berusia
17 tahun, akhir 1973, Liem Swie King direkrut masuk pelatnas yang bermarkas di Hall C
Senayan. Setelah 15 tahun berkiprah, Swie King merasa telah cukup dan mengundurkan diri di
tahun 1988. Saat aktif sebagai pemain, Liem terkenal dengan pukulan smash andalannya, berupa
jumping smash, yang dijuluki sebagai King Smash. King terus berprestasi sampai tahun 1981
dalam gang All England, setelah itu King tidak lagi meraih gelar, karena kalah dari pemain
Denmark dan India yang mulai menunjukkan prestas bagus mereka dalam ajang keuaraan
Internasional. Tak hanya King yang tidak lagi meraih gelar, namun juga tim Indonesia, karena
setelah tahun 1981, Indonesia mengalami kekosongan pemain yang mengakibatkan penurunan
prestasi.”

Untuk atlet putri, tak banyak nama yang bisa disebut. Atlet putri memang tak sebanyak
atlet putra. Keberhasilan yang mereka raih pun tidak sebagus keberhasilan yang diraih oleh
putra, selain karena keterbatasan jumlah pemain, juga karena kemampuan pemain puteri dari
Malaya dan Jepang lebih unggul dari pemain puteri Indonesia. Namun juga tidak bisa dikatakan
atlet putri Indonesia tidak berprestasi. Sampai tahun 1975 tidak ada berita yang memberitakan
tentang prestasi atlet putri, sehingga catatan nama-nama atlet putri ini kurang bisa disebutkan.
Baru pada tahun 1975 ketika mereka berhasil meraih Piala Uber untuk pertama kalinya, berita
tentang mereka banyak di bahas. Sebelum itu kalau pun ada serita yang di muat tentang tim putri
Negara lain.>* Dalam tim putri Indonesia, masyarakat Tionghoa dapat dikatakan turut berperan
dengan adanya atlet putri etnis Tionghoa.

Untuk bisa berhasil merebut Piala Uber, tim putri Indonesia merlukan waktu cukup lama
karena persaingan berat antara pemain putri Malaya dan Jepang. Sejak tahun 1959 tim putri
sudah mencoba membawa Piala Uber ke Indonesia, di awal usahanya, tim putri Indonesia di
gawangi oleh Minarni, Corry Kawilarang, Retno Kustijah, Oey Lin Nio, dan Happy Herawati.
Susunan ini terus bertahan sampai tahun 1965 dimana tim putri beranggotakan Minarni, Retno,
Corry, Megah Inawati, Megah Idawati, dan Intan Nurcahya. Tahun ini tim berhasil menjadi juara
antarzona, namun akhirnya kalah dari Jepang dan kembali gagal membawa Piala Uber. Setelah

% bid., him. 348.
*! Star Weekly, “Uber Cup”, tahun 1956.
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kegagalan tersebut tim putri Indonesia kembali berusaha di kejuaraan Piala Uber tahun 1975.
susunan tim saat itu adalah Taty Sumirah, Theresia Widiastuty, Utami Dewi, Verawati Wihardjo,
Minarni, Regina Masli, dan Imelda Wiguna.®> Namun sayangnya, kemenangan seperti ini tidak
dapat terus di pertahankan karena pada kejuaraan Piala Uber selanjutnya Indonesia kembali
kalah sehingga Piala Uber yang baru sgja di dapat harus rela di lepas kembali. Kegagaan ini
berlangsung terus karena Piala Uber baru bisa di rebut Indonesia di tahun 1994. sedangkan
untuk tim putri sendiri, kebangkitan sudah di mulai sejak munculnya Susi Susanti di akhir tahun
1980-an.

Berikut ini beberapa nama atlet Tionghoa Indonesia baik putra maupun putri sgjak tahun
1950 sampai tahun 1978.%

No. Nama Asa Riwayat Karier

Membawa Jakarta juara dalam
1. | TanJdnHo Jakarta pertandingan persahabatan antar
kota, 8-10 Agustus 1952

Juara Cianjur 1950
L 9 Membawa PB Chung Hua sebagai
2. | TanKim Djoe Cianjur juara dalam pertandingan
persahabatan antar kota, 8-10
Agustus 1952.
Pemain nasional PBSI
Pemain ganda dalam tim Pida

I Ni im Bi Thomas 1958, kejuaraan
3 | NicoKinBie -t internasional 1959-1960, kejuaraan
Asia, Asian Games, dan Ganefo
1961-1963.
Pemain nasional PBS

_ i i . Pemain tunggal dalam kejuaraan
4 | LiePobiian 3RO internasional 1960.
Pelatih nasional tahun 1963-1964
Pemain tunggal dalam keuaraan
internasional tahun 1963,
Pemain nasiona PBSI
Ang Tjiang Siang Pemain ganda All England 1964-
6. (Mulyadi) Jember 1968, dan Piala Thomas 1967.

y Pemain tunggal All England 1966

dan 1969.

5. | Liem Tjiang Kian Tidak disebutkan

°2 pBS|, Op.Cit., him. 101.
%3 Sabarudin, Apa dan Siapa, sejumlah orang bulutangkis Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1994., him. 10-25.
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Tan King Gwan

Salatiga

Pemain nasional PBSI

Pemain ganda Asean Games tahun
1961, dan Pida Thomas tahun
1967

Ang Tjing Siang
(Darmadi)

Solo

Pemain nasional PBSI
Pemain tunggal All England 1965-
1971.

Tan Joe hok (hendra

Kertanegara)

Bandung

Pemain Nasional PBS|

Pemain tungga FPiaa Thomas
1958-1967, All England 1959-
1964.

10.

Christian Hadinata

Purwekerto

Pemain nasional PBSI

Pemain tunggal kejuaraan nasiona
1980

Pemain ganda campuran kejuaraan
nasional 1980

Pemain ganda All England 1980-
1985

11.

Ade Chandra

Jakarta

Pemain nasional PBSI

Pemain ganda keuaraan nasiona
1980

Pemain ganda All England 1972-
1980

12.

Lius Pongoh

Jakarta

Pemain nasional PBSI
Pemain ganda All England 1979-
1982

13.

Tjun-tjun

Cirebon

Pemain nasiona PBSI
Pemain ganda All England 1973-
1980

14.

Liem swie King

Kudus

Pemain nasional PBSI
Pemain tungga All England 1976-
1985

15.

Rudy Hartono (Nio
Hap Liang)

Surabaya

Pemain nasional PBSI
Pemain tunggal All England 1968-
1978

16.

Poppy Tumengkol

Jakarta

Pemain nasional PBSI
Pemain tungga Piala Uber tahun
1968-1969

17.

IlvanalLie

Bandung

Pemain nasional PBS
Pemain tunggal Piala Uber 1978-
1985

18.

Verawati Fajrin

Jakarta

Peman nasional PBSI
Pemain ganda Piala uber 1975
1988
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19.

o _ Pemain nasional PBSI
Theresia Widyastuti Y ogyakarta Pemain ganda Piala Uber 1975-
1981

20.

) Pemain nasional PBSI
Imelda wiguna Slawi Pemain ganda Piala Uber 1975-
1986

Selain atlet, peran orang Tionghoa dalam bulutangkis juga ada pada keikutsertaan mereka

dalam kepengurusan klub dan pengurus PBSI. mereka antaralain :>*

1
2
3
4.
5
6
7.

8.
0.

10.
11.
12.

Ang Bok Sun ( Penasehat Perbad; pengurus pertama)

. Tjoe Seng Tiang (Ketua | Perbad; pengurus pertama)
. Khouw Dji Ho (Sekretaris| Perbad; pengurus pertama)

The Wie Gan (Sekretaris |11 Perbad; Pengurus pertama)

. Liem Soei Liong; Bendaharal Perbad; pengurus pertama)
. Oei Soen Eng; Bendahara |l Perbad; pengurus pertama dan ketua PBSI periode 1956-

1957)

Lauw Tjoan Sioe (Ketua PBSI Jakarta periode 1957-1958)

Tjiong Bok Tjen (Pengurus PBSI bidang teknik periode 1966-1967)
Dr. Nie Swan Tie (Penasehat PBS! periode 1966-1967)

Jap Sam Liong (Bendahara PBSI cabang Jakarta Pusat)

Khow Hian Seng (Pembantu umum PBSI Cabang Jakarta Barat)
Liem Hoo Djing (Pembantu umum PBSI Cabang Jakarta Barat)

13. Tan Soe Jan (Pembantu umum PBSI Cabang Jakarta Barat)

14.

Oe Kwie Liang (pendiri klub Freedom in Sport di Sumatera Barat)

15. Tjiong Miauw Lin (Tokoh bulutangkis di Sumatera Selatan tahun 1950)

16. Tjia'Yan Hoen (Tokoh bulutangkis di Sumatera Selatan tahun 1950)

17.

Goan Soei (Pimpinan klub Blue White)

18. Tjipto Karyadi (Kepala Biro Pelatnas dan Sekolah Bulutangkis)

> Buku Pengurus PBSI periode 1951-1977.
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I11.2. Dasar Penetapan Peraturan Kewar ganegaraan

Melihat banyaknya orang Tionghoa yang terjun ke dalam dunia bulutangkis, wajar jika
kemudian mereka menjadi bahan pembahasan yang menarik ketika mereka begitu sulit
memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka sudah sejak awa menjadi orang-orang yang
berada di balik suksesnya olahraga bulutangkis Indonesia, maka seharusnya mereka menjadi
orang-orang pertama yang tidak lagi diragukan nasionalismenya serta dengan mudah
mendapatkan pengakuan secara hukum sesuai dengan peraturan kewarganegaraan.

Hukum atau peraturan kewarganegaraan dibuat untuk mengatur tentang muncul dan
berakhirnya hubungan dengan negara dan warga negara. Sehingga hukum kewarganegaraan
memiliki ruang lingkup caracara memperoleh dan caracara kehilangan sebuah
kewarganegaran.> Penetapan aturan mengenai kewarganegaraan ini dibuat berdasarkan dua
pedoman asas kewarganegaraan, Yyaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas
kewarganegaraan berdasarkan perkawianan.® Asas Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
memiliki dua asas, yaitu asas ius sanguinis(berdasarkan keturunan darah) dan asas ius soli
(berdasarkan tempat tinggal). Menurut ius sanguinis seseorang dikatakan sebagai warga negara
jika dilahirkan oleh orang tua yang telah menjadi warga negara sebuah negara, sedangkan
menurut ius soli, seseorang dikatakan sebagal warga negara jika dilahirkan di wilayah negara
tersebut. Tidak semua negara yang menggunakan asas ius sanguins, karena ikatan negara akan
menjadi tidak erat jka warga negaraitu memilih menetap lama di negara lain. Sedangkan ius soli
banyak digunakan oleh negara-negara muda yang masih membutuhkan rakyat dari warga
pendatang, juga banyak digunakan oleh negaraimigrasi dimana banyak warga asing yang pindah
ke negara itu.”” Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan juga memiliki dua asas, yaitu
asas kesatuan hukum dan asas persamaan deragjat. Dalam asas persamaan hukum, ketika sudah
menjadi suami istri maka harus taat pada satu peraturan kewarganegaran yang sama, sedangkan
dalam asas persamaan dergjat, meskipun telah menjadi sepasang suami istri namun tetap pada
hukum kewarganegaaraan asal. Asas persamaan dergat digunakan untuk menghindari adanya

% K oerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 1996. him. 9.

% Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyar akat
Madani, Jakarta : Predana Media, 1999. him. 75.

" Harsono, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Y ogyakarta : Liberty, 1992. him. 3.
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penyelundupan hukum seperti  berpura-pura menikah hanya untuk mendapatkan
kewarganegaraan suatu negara.>®

Untuk menentukan kewarganegaraan terdapat tiga unsur, yaitu ius sanguini, ius soli, dan
pewarganegaraan (naturalisasi). Jika dalam ius sanguinis dan ius soli keturunan dan tempat
kelahiran yang menentukan kewarganegaraan seseorang, dalam naturalisas meskipun seseorang
tidak dapat memenuhi ius sanguini, ius soli dia tetap dapat memperoleh kewarganegaraan
melalui naturalisas tersebut. Naturalisas dapat ditempuh melalui naturalisasi aktif atau
naturalisas pasif. Dalam naturalisasi aktif seseorang dapat menggunakan hak ops untuk memilih
atau mengaukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara, sedangkan dalam
naturalisas pasif, seseorang yang tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara
dapat menggunakan hak repudias yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan
tersebut.”® Seseorang juga dapat melepaskan atau kehilangan kewarganegarannya melalui
naturalisas aktif dan pasif. Jka melalui aktif, seseorang secara aktif mengajukan permohonan
lepas kewarganegaraan, namun jika dengan pasif, meskipun tanpa melakukan permohonan
apapun, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya.®

Setelah merdeka, Indonesia mengalami perubahan undang undang kewarganegaraan
sebanyak tiga kali. Undang-undang pertama di buat |ndonesia pada tahun 1946, pada tanggal 10
April berdasarkan pada pasal 26 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini mengatur
tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia. Undang-Undang ini berlaku
surut sgjak tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kewarganegaraan

Indonesiayang pertamaini, kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan oleh :

1. Orang Indonesiaasli dalam wilayah Negara Indonesia;

2. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, tetapi turunan seorang dari
golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman dalam wilayah Negara
Indonesia; dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud lahir, bertempat
kedudukan, dan berkediaman yang paing akhir selama sedikitnya lima tahun berturut-
turut di dalam wilayah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin;

3. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi;

%8 Azyumardi Azra, Op cit., him. 76.
*hid., him. 77.
% K oerniatmanto Soetoprawiro, Op cit., him. 4.
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4. Anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya, pada waktu
lahir bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia;

5. Anak yang lahir dalam jangka watu tiga ratus hari setelah bapaknya yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia;

6. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahir
mempunyai kewarganegaraan Indonesig;

7. Anak yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia;

8. Anak yang lahir di dalam wilayah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya ataupun ibunya
tidak diakui secara sah;

9. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang tidak diketahui siagpa orangtuanya atau

kewarganegaraannya.

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menyatakan ada empat cara
untuk menjadi warga negara Indonesia. Pertama, untuk penduduk asli secara otomatis menjadi
warga negara Indonesia. Kedua, penduduk yang sudah lebih dari lima tahun dan tidak pernah
menyatakan diri menolak kewarganegaraan Indonesia adalah warga negara Indonesia. Ketiga,
semua keturunan dari cara pertama dan cara kedua tersebut. Keempat, orang asing yang
mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia.®* Undang-Undang ini pada prinsipnya
menganut asas ius soli. Penduduk Indonesia secara pasif memperoleh status warga Negara
Indonesia. Namun bagi mereka yang tidak menghendaki status tersebut, diperkenankan untuk
menggunakan hak repudiasinya dengan mengaukan pernyataan secara tertulis menolah
kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947,
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.°% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947
menambahkan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dengan : badan
hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat
kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 juga
menegaskan bahwa seorang warga negara Indonesia tersebut pada Pasal 1 sub b, yang

¢ Benny G. Setiono, Pergulatan Wacana HAM di Indonesia, Jakarta : Masscom Media, 2003. him. 146.
62 K oerniatmanto Soetoprawiro, Op cit., him.28,
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mempunyai kewarganegaraan dari negara lain, dapat melepaskan kewarganegaraannya dari
negara |ndonesia dengan menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia.®®

Perubahan dalam kedua Undang-Undang yang terakhir dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada mereka yang ingin menggunakan hak repudiasinya sampa tangga 17
Agustus 1948. Sgjak tangga 17 Agustus 1948, penduduk Indonesia terdiri dari warga negara
Indonesia dan warga negara asing. Setigp orang asing yang ingin menjadi warga negara
Indonesia harus melalui proses pewarganegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1946.%* Tahun 1949 terjadi peristiwa penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Negara
Indonesia Serikat dan penggantian UUD 1945 menjadi konstitusi RIS 1949. Terjadinya peristiwa
ini membawa konsekuensi baru yaitu adanya pembagian warga negara antara Belanda dengan
Negara Indonesia Serikat. Kedua negara harus menentukan siapa saja yang akan menjadi warga
negaranya.®® Pada 17 Agustus 1945, konstitusi RIS digantikan dengan UUDS 1950.

Dalam konstitus RIS, kewarganegaraan ditetapkan dengan mengkombinasi dua asas
keturunan dan tempat tinggal yang berdasarkan keadaan. Sehingga meskipun konstitusi ini
berdasarkan asas keturunan namun masih ada kewarganegaraan untuk anak-anak yang terbuang
(anak-anak yang tidak memiliki bapak). Kewarganegaraan berdasarkan konstitusi RIS dapat
diperoleh oleh mereka:

1. Penduduk asli : Penduduk asli Indonesia secara otomatis menjadi warga Negara
Indonesia Serikat. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia tidak bisa
membaca dan menulis, sehingga mereka tidak akan mengerti apa yang ada dalam
konstitusi RIS. Jika tidak secara otomatis kewarganegaraan diberikan maka akan ada
berjuta-juta penduduk Indonesia yang menjadi warga asing dinegaranya sendiri.

2. Bangsa asing keturunan timur ; Untuk golongan ini juga diusulkan agar
kewarganegaraan Indonesia Serikat diberikan secara otomatis. Wakil dari golongan Arab
dan Tionghoa telah menyetujui hal ini karena jika mereka tidak diberikan
kewarganegaraan secara otomatis maka mereka akan menjadi bangsa asing. Khusus
mereka, konstitus RIS juga mengusulkan untuk memberikan kesempatan jika mereka
ingin menaturalisasi diri mereka menjadi warga negara Belanda yaitu sebelum Negara
Indonesia Serikat dibentuk atau menjadi warga Negara Indonesia Serikat setelah Negara
Indonesia serikat dibentuk. Mereka juga memiliki hak repudias untuk menolak
kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat.

63 CST. Kansil, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika 1992. him. 38.
8 K oerniatmanto Soetoprawiro, Op cit.
% bid., him. 29.
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3. Golongan Belanda ; Untuk golongan Belanda, kewarganegaraan diberikan berdasarkan
dua keadaan. Yang pertama adalah untuk mereka yang dilahirkan di Indonesia, bagi
mereka yang dilahirkan di Indonesia diusulkan untuk tetap menjadi warga negara
Belanda. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi bipatride yaitu kewarganegaraan ganda.
Yang kedua adalah untuk mereka yang bukan dilahirkan di Indonesia, mereka akan
menjadi bangsa asing bagi Negara Indonesia Serikat. Namun bagi mereka tetap akan
diberikan hak opsi untuk memilih menjadi warga Negara Indonesia Serikat jika mereka
maul.

Cara memperoleh kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat dapat dilakukan dengan
beberapa cara, pertama karena dilahirkan oleh orang tua yang berkewarganegaraan Negara
Indonesia Serikat. Hal ini berlaku juga untuk anak-anak meskipun tidak diketahui orang tuanya.
Kedua melalui perkawinan. Seorang perempuan asing akan secara otomatis menjadi warga
Negara Indonesia Serikat ketika menikah dengan laki-laki Indonesia. Ketiga dengan melakukan
naturalisas melalui syarat-syarat tertentu seperti, sudah berumur 21 tahun, sudah beberapa tahun
tingga di Indonesia, mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki pengetahuan yang cukup akan
bahasa Indonesia. Kesempatan naturalisas juga diberikan kepada mereka yang telah memiliki
ikatan istimewa dengan Indonesia sgjak dahulu. Sedangkan, kewarganegaraan Negara Indonesia
Serikat akan hilang jika:

1. Seseorang memiliki dua kewarganegaraan

2. Seorang perempuan warga Negara Indonesia Serikat melakukan pernikahan dengan laki-
laki asing.

3. Seseorang tergabung dalam tentara asing atau menjabat di pemerintahan negara lain
tanpaizin pemerintah Indonesia

4. Seorang yang terlalu lama tinggal diluar negeri tanpa memberi keterangan kepada
konsul-konsul Negara Indonesia Serikat bahwa dia ingin menjadi warga Negara
Indonesia Serikat.

5. Seseorang menggunakan hak repudiasinya untuk menolak kewarganegaraan Negara
Indonesia Serikat.*®

Setelah Kongtituss RIS digantikan oleh UUDS 1950, dibuatlah sebuah undang-undang baru
kewarganegaraan untuk menggantikan undang-undang kewarganegaraan konstitusi RIS. Pada
tanggal 11 Januari 1958 dibuatlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sgak tanggal 1 Agustus 1958. Pasal 1

€ Star Weekly “Kewarganegaraan Negara Indonesia Seriket”, ed. 161, 30 Januari 1949.
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Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa warga negara Indonesia adalah
orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau
peraturan-peraturan yang berlaku sgak 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik
Indonesia. Dalam hal asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, Undang-Undang Nomor 62
Tahun 1958 menitikberatkan penggunaan asas sanguinis. Hal ini terlihat dengan jelas pada Pasal
1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengatur mengena siapakah warga negara
Indonesia. Namun asas ius soli juga dipergunakan untuk menghindari timbulnya status apatride.
Dalam hal perkawinan, Undang-Undang ini pada prinsipnya menganut asas kesatuan hukum. Hal
ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 tentang pewarganegaraan serta Pasal 7 tentang cara
memperol eh kewarganegaraan |ndonesia sebagai akibat perkawinan.

Berbeda dengan konstistusi RIS yang secara otomatis menjadikan seorang perempuan
asing menjadi warga Negara Indonesia Serikat setelah dia menikah dengan laki-laki Indonesia,
pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, tidak bisa secara otomatis menjadi warga negara
Indonesia. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa perempuan asing yang menikah dengan laki-laki
Indonesia tidak bisa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Syarat agar perempuan
asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia disyaratkan dalam empat ayat pasal 7. Syarat-
Syarat tersebut adalah :

1. Perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia akan mendapatkan
kewarganegaraannya jika dia mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman pada
saat dan setelah satu tahun pernikahannya berjalan, serta telah mendapat perlakuan
sebagal warga negara. Namun jika dia memiliki kewarganegaraan lain maka pengajuan
permohonan itu akan ditolak dengan sendirinya.

2. Dengan perkecualian yang ada di ayat 1, dan Perempuan asing itu telah mengajukan
permohonan setelah satu tahun perkawinannya maka dia akan langsung mendapatkan
kewarganegaraannya kecuali suaminya mengajukan permohonan untuk melepaskan
kewarganegaraan Indonesia istrinya. Pengajuan suami akan ditolak jika penghilangan
kewarganegaraan istrinya itu akan mengakibatkan suami juga kehilangan
kewarganegaraannya.

3. Apabila pernyataan dalam ayat 1 dan 2 sudah digjukan maka pengajuan lain tidak boleh
digjukan lagi.

4. Keterangan tersebut digjukan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik
Indonesiayang ada di daerah tempat tinggal Si pengajul.

Universitas Indonesia

Atlet Bulutangkis..., Dien Anshara, FIB Ul, 2010



43

Pasal ini memberikan sikap yang berbeda untuk perempuan asing berkewarganegraan Belanda
dengan perempuan asin Tionghoa berkewarganegaraan Tiongkok. Untuk perempuan Belanda,
jika dia menikah sebelum tanggal 1 Agustus 1958 maka diatidak bisalagi berlaku sesuai dengan
peraturan yang berlaku saat ia menikah (dalam kasus ini peraturan yang dimaksud adalah
peraturan konstitusi RIS) ataupun sesuai dengan Undang-Undang tahun 1958. Dia hanya dapat
diperlakukan sebagal warga negara Indonesia setelah mengajukan permohonan kepada Menteri
Kehakiman, dengan status kewarganegaraan tidak dikatakan. Namun jika ia menikah setelah
adanya Undang-Undang tahun 1958, maka dikatakan tidak perlu melakukan apa-apa karena
dengan otomatis akan menjadi warga negara Indonesia selama dia tidak memiliki
kewarganegaraan lain. Namun jika dia adalah warga negara Tiongkok, maka ia akan tetap bisa
menjadi warga negara Indonesia meskipun masih memiliki warga negara Tiongkok.®” Cara yang
harus dilakukan oleh perempuan Tionghoa untuk mendapatkan warga negara adalah dengan cara

membuat surat pengajuan. Y ang harus diajukan perempuan Tionghoa adalah :

Surat kuasa dan bantuan dari suami.

Surat lahir.

Surat nikah.

Surat keterangan kewarganegaraan Tiongkok yang menyatakan bahwa dia adalah warga

o 0o T o

negara tiongkok sebelum menikah dengan laki-laki Indonesia. Surat keterangan ini dapat
diminta dari perwakilan Tiongkok di indonesia yang berada di jakarta, Bandung,
Surabaya dan Medan. Surat keterangan ini dapat diganti dengan menyertakan paspor
Tiongkok atau aansag pajak bangsa asing yang didapat dari Jawatan Pajak Republik
Indonesia, atau dokumen lain yang menyatakan keterasingan.

e. Surat keterangan yang menyatakan bahwa sang suami benar-benar laki-laki Indonesia
(dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia benar warga
negara Indonesia).

f. Surat keterangan dari perwakilan Tiongkok yang menyatakan bahwa perempuan
Tionghoa ini tidak lagi mempunyai kewarganegaraan Tiongkok setelah dia mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia.

g. Empat helai pasfoto berwarna

67 Star Weekly, “Wanita Asing Menikah dengan Pria Indonesia’, ed. 675, 6 Desember 1958.
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Pengajuan permohonan ini juga berlaku meskipun pernikahan berlangsung pada 1 Agustus 1958
atau sesudahnya. Hanya sgja sifatnya lebih sekedar formalitas saja.®®

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan untuk
memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan karena kelahiran, pengangkatan,
dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan/atau ibu, serta karena

pernyataan. Atas dasar-dasar ini 1ah kemudian peraturan kewarganegaraan dibuat.

% pPos Indonesia, “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang K ewarganegaraan”, 4 November 1958.
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BAB IV
PERATURAN KEWARGANEGARAAN 1959-1978 BAGI ATLET
BULUTANGKISETNISTIONGHOA INDONESIA

IV.1. Penetapan Peraturan Kewar ganeggaraan Indonesia

Pada tahun 1949, kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Tiongkok, sehingga
muncul Republik Rakyat Cina (RRC) yang tetap mempertahankan Undang-Undang
Kewarganegaraan Tiongkok Nasionalis. Undang-Undang ini menggunakan asas sanguinis.
Artinya, semua orang Tionghoa di manapun berada diklaim sebagai warga negara Tiongkok. Hal
ini mengakibatkan semua orang Tionghoa yang berstatus warga negara Indonesia menjadi
berstatus bipatride, disamping sebagai warga negara Indonesia juga sebagai warga negara
Tiongkok.

Sejak kedatangannya yang pertama pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai duta besar
RRC, Wang Y en-shu secara aktif berkampanye untuk menarik orientas orang-orang Tionghoa-
Indonesia ke RRC. Hal ini menyebabkan terjadinya perebutan pengaruh antara pihak Indonesia
dan RRC. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terjadi pembicaraan antara pihak
Indonesia dan RRC sehingga menghasilkan persetujuan dalam bentuk Perjanjian Dwi
Kewarganegaraan. |si perjanjian ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958.%°

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi-
kewarganegaraan yang ada pada waktu itu dan mencegah timbulnya dwi-kewarganegaraan di
kemudian hari. Masalah dwi-kewarganegaraan diselesaikan dengan cara menghilangkan salah
satu kewarganegaraan yang serempak dimiliki seseorang. Untuk itu kedua belah pihak
menyepakati hal-hal berikut ini :

1. Suatu golongan yang mempunyai dwi-kewarganegaraan dianggap tidak mempunyai
kewarganegaraan rangkap lagi, karena menurut pendapat Pemerintah Indonesia
kedudukan social politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya telah

mel epaskan kewarganegaraan RRC-nya.

% Harsono, Op cit., him. 45.
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2. Mereka yang berkewarganegaraan rangkap selain butir a, harus memilih dengan
kehendak sendiri salah satu kewarganegaraan yang akan mereka pertahankan. Dengan
ketentuan bahwa mereka yang tidak menyatakan pilihannya menjadi warga negara asing.
Suami/ istri yang berkewarganegaraan rangkap menentukan pilihannya masing-masing.
Dan selama anak belum dewasa, mengikuti pilihan bapak/ ibunya. Dan jika telah dewasa,

anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.”

Pasal 10 Perjanjian Dwi-kewarganegaraan menentukan bahwa apabila seorang warga
negara Indonesia kawin dengan seorang warga negara RRC, masing-masing tetap memiliki
kewarganegaraan asal, kecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon
dan memperoleh kewarganegaraan dari partnernya. Apabila ia memperoleh kewarganegaraan
partnernya, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan asalnya. Dari sudut ketentuan
Indonesia, ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 merupakan peraturan pelaksana Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam Pasal 12 Bab |11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1959 disebutkan bahwa ada berbagai kelompok Warga Negara Indonesia yang dikelompokkan
sebagai Warga Negara Indonesia tunggal atau mereka yang tidak diperkenankan untuk memilih
kewarganegaraan RI-RRC dan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu mereka yang
berstatus tentara, veteran, pegawai pemerintah, mereka yang pernah membela nama Republik
Indonesia di dunia Internasional, petani, bahkan secara implisit mereka yang sudah mengikuti
Pemilu 1955. Namun peraturan ini tidak pernah dilaksanakan sehingga pemilihan
kewarganegaraan Rl atau RRC tetap diterapkan kepada mereka Bagi mereka yang
berkewarganegaraan ganda disediakan sgumlah formulir pernyataan. Surat pernyataan
keterangan ini merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
bagi orang yang menyatakan keterangan tersebut dan bagi anak-anak yang belum dewasa yang
disebut di dalam surat itu selama anak-anak tersebut belum dewasa. Perjanjian Dwi-
kewarganegaraan RI-RRC yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 pada
tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

"0 Star Weekly,  Beberapa aspek soal kewarganegaraan dan Pembuktiannja’, ed. 633, 15 Februari 1958.
™ Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta: Grafiti Pers, 1984. him.131.
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1959 dengan masa opsi mulai tangga 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962 telah
menyel esaikan permasalahan dwi-kewarganegaraan RI-RRC.

Ketika terjadi peristiwa PKI pada tahun 1965, RRC melakukan pembatalan perjanjian
dwi kewarganegaraan yang dibuat di tahun 1959. Pembatalan ini mencemaskan pemerintah
karena akan memungkinkan bagi masyarakat Tionghoa yang orang tuanya memilih
berkewarganegaraan Cina untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia tanpa ada penyaringan
dari pemerintah. Maka kemudian pemerintah menerapkan naturalisasi. Dimula sgjak tanggal 10
April 1969, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1969. Berdasarkan ketentuan yang baru, mereka yang mempunyai status warga negara
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tetap menjadi warga negara
Indonesia. Demikian juga dengan keturunannya atau mereka yang mempunyai hubungan hukum
dengannya. Untuk selanjutnya mereka tunduk kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun pencabutan perjanjian kewarganegaraan
ini berakibat cukup besar bagi bagi anak-anak Tionghoa asing yang belum mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia Mereka tidak lagi mudah mendapatkan kewarganegaraan, dengan
ongkos pemprosesan yang tidak murah. Kerumitan dan mahalnya biaya merupakan bagian
kebijakan pemerintah untuk dapat terus mengawas denga ketat proses naturalisas masyarakat
Tionghoa."?

Sgjdan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969, Menteri
Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran No. DTB/16/4 tentang Penyelesaian Pernyataan
Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 yang menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 tidak dapat dipergunakan lagi mulai tanggal 10 April 1969. Surat Edaran tersebut kemudian
diikuti oleh Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTC/9/11, tanggal 1 Juli 1969, yang ditujukan
kepada semua ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memberikan
pedoman kerja, salah satunya adalah Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Surat Keterangan
Kewarganegaraan Republik Indonesa (SKKRI) bagi orang-orang yang mempunyai
kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958.7

2| bid,.
8 CST. Kansil, Op cit., him. 55.
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Pada tangga 14 Maret 1978, Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri
Kehakiman No. JB.3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang
Pendaftaran Penduduk. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, ketentuan mengenai pengeluaran
SKKRI dinyatakan tidak berlaku lagi dan setigp warga negara Indonesia yang perlu
membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman
untuk memperoleh SBKRI yang digjukan melalui Pengadilan Negeri. Di samping ketentuan
umum tentang SBKRI, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Instrruksi Presiden Nomor 2
Tahun 1980. Dalam instruksinya, Presiden menetapkan bahwa Menteri Kehakiman dan Menteri
Dalam Negeri melaksanakan pemberian SBKRI kepada warga Indonesia keturunan asing dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau biasa
disingkat SBKRI adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah
warganegara. Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warganegara Indonesia
keturunan, terutama keturunan Tionghoa Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang
harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti kartu tanda penduduk
(KTP), memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran Pemilihan Umum, sampai
menikah dan meninggal dunia dan lain-lain.”

Pemberian SBKRI kepada warga Indonesia keturunan asing semakin menyulitkan
kedudukan mereka dalam hukum Indonesia. Dengan adanya SBKRI ini diskriminasi tehadap
warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menjadi semakin terasa. Begitu sulitnya bagi
mereka untuk dapat menjadi warga negara Indonesia mekipun rasa nasional dalam diri mereka
tidak lagi harus diragukan. Padahal seharusnya, salah satu elemen dasar utama dalam demokrasi
adalah egalitarian yang pada tingkat praktisnya berarti tidak ada diskriminas. Dalam benak
Soekarno-Hatta, ketika didirikan, Indonesia adalah kolektivitas politik, yaitu sebuah komunitas
berukuran besar dan maju dalam kecerahan politik. Komunitas ini lalu berdiri di atas prinsip-
prinsip egalite, fraternite, liberte.”” Prinsip-prinsip ini seharusnya mampu melampaui dan
mengatasi ikatan-ikatan primordial seperti etnis, ras, dan agama. Per definis nasion adalah

komunitas politik yang ditakdirkan untuk menyantuni pluralitas, sama seperti demokrasi.

" Wahyu Effendi dan Prasetyadii, Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI, Jakarta: Visimedia, 2008. him. 16-18.
" pernyataan Mochtar Pabottingi, peneliti senior LIPI dalam artikel “Menjadi Indonesia’, KOMPAS, 17 Agustus
2003.
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Kerancuan antara nasion sebagai komoditas politik dan bangsa sebagai komoditas sosial
terus bergerilya dalam psikopolitis rakyat Indonesia. Bisa sgja ada dari mereka yang keturunan
Tionghoa, yang bukan sebangsa oleh rakyat Indonesia dari segi sosiologis, tetapi dari segi nasion
merupakan bagian dari Indonesia. Untuk hal tersebut harusnya dapat dipastikan tidak boleh ada
lagi diskriminasi antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat Indonesia adli.
Untuk menjadi Indonesia, salah satunya adal ah bagaimana penghormatan hak-hak asas manusia

menuiju Indonesia yang lintas suku, agama, dan ras.”

IV.2. Kedudukan Hukum Atlet bulutangkis Tionghoa Indonesia 1951-1978

Sebagai salah satu olahraga yang banyak memiliki etnis Cina di dalamnya, bulutangkis
menjadi olahraga yang mendapat simpati ketika masalah kewarganegaraan membelit masyarakat
Tionghoa di Indonesia. begitu ironis keadaan atlet tionghoa ini karena sebenarnya mereka telah
menunjukkan nasionalisme yang begitu besar dengan berhasil membawa Indonesia menjadi
Negara yang punya nama dalam kancah ol ahraga bulutangkis di duniainternasional.

Sebagai atlet tentu mereka harus memiliki bangsa dan Negara yang mereka bawa dan
mereka perjuangkan di lapangan. Ketika mereka memilih untuk berjuang atas hama Indonesia
dan berjuan segenap hati demi nama Indonesia, seharusnya dengan begitu mereka dengan
sendirinya menjadi warga Negara Indonesia

Daam masa pemerintahan Sukarno, perubahan hukum kewarganegaraan Indonesia
terjadi sebanyak dua kali. Tahun 1949 ketika terbentuknya RIS, serta tahun 1958 sebagai
pengganti UUDS 1950. Undang-Undang Negara Republik Serikat memberika tiga car untuk bisa
mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, pertama karena dilahirkan olen orang tua yang
berkewarganegaraan Negara Indonesia Serikat. Hal ini berlaku juga untuk anak-anak meskipun
tidak diketahui orang tuanya. Kedua melalui perkawinan. Seorang perempuan asing akan secara
otomatis menjadi warga Negara Indonesia Serikat ketika menikah dengan laki-laki Indonesia.
Ketiga dengan melakukan naturalisasi melalui syarat-syarat tertentu seperti, sudah berumur 21
tahun, sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia, mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki

pengetahuan yang cukup akan bahasa Indonesia.”’

8 |bid,.
" Star Weekly “Kewarganegaraan Negara Indonesia Seriket”, ed. 161, 30 Januari 1949.
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Adanya Undang-undang itu berarti semua etnis Tionghoa termasuk atlet semua cabang
olahraga Indonesia harus melakukan naturalisasi dengan syarat-syarat seperti yang ada diatas.
Pemberlakuan undang-undang ini tidak mempersulit masyarakat Tionghoa, karena syarat yang
tidak rumit dan prosesnya tidak rumit, karena Sukarno sebagai Presiden tidak terlalu
membutuhkan proses rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga Negara
Indonesia, Presiden Sukarno hanya memerlukan Jiwa yang mencintai Indonesia sebagai tanah
tumpah darah.”® Sehingga pemberlakuan undang-undang ini tidak meresahkan masyarakat
Tionghoa, mereka juga mudah mendapatkan paspor untuk mereka bertanding di luar negeri,
meskipun pengakuan kewarganegaraan masih tetap belum dikeluarkan. Namun, dengan
mudahnya mereka bertanding diluar negeri membuat atlet Tionghoa mendapat semangat dan
merasa terakui ketika mereka bertanding.

Presiden Sukarno juga memasukkan poin bahwa semua etnis Tionghoa di Indonesia yang
menjadi TNI, pegawai negeri, berjasa bagi Negara Republik Indonesia, petani, atau pernah
mengikuti pemilu tahun 1955, otomatis menjadi warga Negara Indonesia, sesuai dengan UU
No.2 Tahun 1955,° sebelum kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.62 tahun 1958
Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyebutkan untuk
memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan karena kelahiran, pengangkatan,
dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan/atau ibu, serta karena
pernyataan.®’ Pada prakteknya, undang-undang ini pun tidak menyulitkan masyarakat Tionghoa.
Meskipun tetap harus tetap mengajukan permohonan namun syarat dalam surat pengajuan itu
tidak rumit. Mereka cukup mengajukan apa yang di sebut dengan “sepucuk surat” yang
menyatakan bahwa mereka menolak warga Negara Tiongkok dan memilih warga Negara
Indonesia, tanpa harus mengajukan apapun seperti KTP atau akta kelahiran.®* Mereka yang telah
menjadi warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Indonesia Serikat atau
UUDS 1950 pun tidak lagi perlu mengajukan permohonan ulang karena sudah resmi menjadi
warga Negara Indonesia.

Meskipun Presiden pernah memasukkan poin dalam UU No.2 Tahun 1955, tetap sgja
tidak semudah itu bagi masyarakat Tionghoa yang telah sesua dengan poin tersebut untuk

"8 pernyataan Tan Joe Hok dalam wawancara bersama penulis melalui telefon 16 Februari 2009S.

" Wahyu Effendi dan Prasetyadji, Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI, Jakarta: Visimedia, 2008. him. 16-18.
8 pos Indonesia, “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang K ewarganegaraan”, 4 November 1958.

8 Tan Joe Hok dalamwawancara denganpenulis melalui telefon 16 Februari 2009.
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mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Begitu juga ketika Undang-Undang no.62 tahun 1958
dikeluarkan, masyarakat Tionghoa masih tetap sulit untuk di akui sebagal warga Negara
Indonesia, karena dalam prakteknya proses permohonan kewarganegaraan mereka tidak segera
disetujui akibat masih adanya rasa rasiadisme dalam diri pribumi. Mereka melihat perubahan
aturan dalam Undang-Undang No.62 tahun 1958 ini berarti mereka masih tetap dianggap bangsa
asing yang tinggal di Indonesia, maka ketika tim bulutangkis Indonesia berhasil menjuarai
turnamen Piala Thomas tahun 1958, muncul tulisan yang menyatakan keprihatinan karena
seharusnya dengan prestas daam perjuangan mengharumkan Indonesia seperti pada
pertandingan Piala Thomas, pemerintah tidak lagi menganggap etnis Tionghoa sebagal bangsa
asing dan memudahkan jalan agar etnis Tionghoa bisa berintegrasi dalam bangsa Indonesia.
berikut isi tulisan yang di muat dalam majalah Star Weekly :

“Dalam kegembiraan itu ada satu dua pikiran jang timbul. Lima dari Regu Indonesia
adalah warga negara jang masih disertai nada sumbang. “tak Adli”. Suatu keanehan jang
menggembirakan bahwa dalam kebanggaan nasional bersama, lenjaplah nada sumbang
jang biasa menjertai prasangka’” itu. Kemenangan mereka adalah kemenangan nasional,
begitu pula prestasinja. Didalam keolahragaan, tjap asli tak asli jang memang tak
sepantasnja dipertahankan, tidak ada lagi. Perhatikanlah susunan kesebelasan sepak bola
kita jang djuga merupakan kebanggan bersama. apakah peristiwa itu tiada memberikan
peladjaran kepada kita sekalian dalam usaha mempertjepat integrasi kelompok®bangsa
Indonesia. Djika kemampuan? itu dipergunakan dalam kerdja sama nasional jang rationil
tentu akan membawa hasil jang lebih besar. Tidak untuk keolahragaan semata, melainkan
untuk kemenangan negara dalam lapangan ekonomi. Kesadaran harus datang dari kedua
fihak. jang satu mengulurkan, jang satu menerima.” %

Kesulitan dalam mengurus kewarganegaraan, dan karena undang-undang ini tidak
menerima dwi kewarganegaraan, maka banyak atlet Tionghoa yang memutuskan keluar dari
Indonesia untuk kembali ke Negara asal mereka, Cina. Cukup banyak pemain yang memilih
kembali ke Negara asal, yaitu Wang Wen Chiao, Chen Fu Soo, Huang She Ming, Shie Ling,
Chen Yu Niang, Chang Chu Jen, Fang Kai Siang, Tong Sin Fu, Hou Jia Chang, dan Leung Chau
Shia. Dengan keluarnya mereka dari Negara Indonesia, sesungguhnya Indonesia menjadi Negara
yang dirugikan khususnya dalam dunia bulutangkis. Karena ketika mereka pindah Negara,
mereka menjadi orang-orang utama yang berada di balik kesuksesan tim bulutangkis Cina.
Mereka adalah orang-orang yang membuat Cina masuk dalam IBF pada tahun 1982 yang

kemudian secara perlahan-lahan berhasil merebut kejayaan Indonesia di arena bulutangkis.

8 Berita dari surat kabar Penabur Djakartatanggal 29 Djumi 1958. Star Weekly, “Integrasi Kebangsaan dan Thomas
Cup”, ed. 653, 5 Djuli 1958.
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Wang Wen Chiao dan Chen Fu Soo menjadi mangjer andal Cina yang bergerak dalam meja
perundingan untuk masalah bulutangkis, Tong Sin Fu dan Hou Jia Chang menjadi pelatih atlet
putra Cina.®

Meskipun demikian banyak juga dari atlet Tionghoa tetap memilih Indonesia sebagai
Negara mereka. Menurut Tan Joe Hok®* itu dikarenakan mereka terlanjur mencintai Indonesia
sebagal tanah air mereka, mereka telah menetap dan berketurunan di Indonesia dari generasi ke
generasi, bagaimanapun berat meninggalkan tanah air sendiri. Mereka yang berthan sebetulnya
sangat berharap mereka dapat benar-benar terintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat dan
Bangsa Indonesia. namun harapan itu terlihat sebagai suatu pengharapan yang muluk, karena di
tahun 1965 saat terjadi pemberontakan PKI, saat itu masyarakat melontarkan Ganyang Cina
karena menduga adanya campur tangan Cina dalam pemberontakan PKI tersebut. Akibatnya
adalah masyarakat Tionghoa yang tidak menahu mengenai latar belakang pemberontakan itu
terkena imbas. Banyak dari mereka yang di tangkap dan dijebloskan dalam penjara atau di
asingkan hanya karena mereka Tionghoa. Imbas ini pun juga dirasakan oleh atlet Tionghoa,
seperti yang digambarkan oleh Tan Joe Hok dalam kalimat ” Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun
1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena...”

Setelah tuduhan bahwa Cina terlibat dalam peristiwa GESTAPU, pihak RRC kemudian
mengumumkan pembatalan perjanjian dwi kewarganegaraan yang telah di selesaikan pada tahun
1962. hal ini kemudian mencemaskan pemerintah Indonesia. maka ketika telah terjadi pergantian
Presiden dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto, Presiden Suharto membuat perubahan
peraturan dengan mengel uarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 yang resmi berlaku sgjak
tanggal 10 April 1969 sebagai pengganti Undang-Undang No.62 Tahun 1958. Pada dasarnya,
undang-undang baru ini tidak merubah apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang
sebelumnya, seperti mereka yang telah mendapatkan kewarganegaran Indonesia sesuai dengan
Undang-Undang No.62 tahun 1958 akan tetap menjadi warga Negara Indonesia. hanya sgja
dampak dari peraturan 1969 ini berdampak besar bagi anak-anak Tionghoa yang saat itu belum
mendapatkan kewarganegaraan karena permohonan warga Negara menjadi rumit dan mahal

biaya pengurusannya sesuai dengan peraturan 1969 tersebut.®

& pBgl, him. 295.

8 Dalam wawancara dengan penulis melalui telefon 16 Februari 2009.

% pernyataan Tan Joe Hok dalam “Bahagia, menjadi kebanggan Indonesia’, Kompas, Minggu, 7 Desember 2008.
% |eo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta: Grafiti Pers, 1984. him.131.
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Masalah kewarganegaraan tidak terhenti sampai di keluarkannya Undang-Undang Tahun
1969, karena kemudian Menteri Kehakiman mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa
sgiak tanggal 10 April 1969 semua semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62
Tahun 1958 tidak dapat dipergunakan lagi. Artinya mereka yang telah menjadi warga Negara
Indonesia harus mengajukan ulang permohonan warga Negara Indonesia. Surat Edaran tersebut
kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTC/9/11, tanggal 1 Juli 19609,
yang ditujukan kepada semua ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini
memberikan pedoman kerja, salah satunya adalah Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Surat
Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) bagi orang-orang yang mempunyai
kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958. SKKRI kemudian dilanjutkan lagi dengan peraturan yang keluar
pada tanggal 14 Maret 1978, Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman
No. JB.3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang
Pendaftaran Penduduk. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, ketentuan mengenai pengeluaran
SKKRI dinyatakan tidak berlaku lagi dan setiap warga negara Indonesia yang perlu
membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman
untuk memperoleh SBKRI yang diajukan melalui Pengadilan Negeri .®’

Dikeluarkannya peraturan-peraturan baru tersebut semakin  menyulitkan posisi
masyarakat Tionghoa. Kesulitan ini pun juga turut dirasakan oleh para atlet. Padaha di tahun-
tahun peraturan ini keluar, mereka tengah berprestas gemilang dengan berhasil merebut Piala
Thomas dan Piala Uber bersama-sama, mereka juga berhasil di gjang All England, dan Pida
Thomas 1978. Mereka memang Tionghoa, namun mereka telah membuktikan kecintaan mereka
terhadap Indonesia, namun sayangnya pemerintah tak juga memberikan penghargaan terhadap
mereka dengan memberikan keringanan dalam masalah kewarganegaraan.

Jka membandingkan dengan peraturan yang ada di masa orde lama dengan peraturan
yang keluar di masa orde baru, para atlet lebih merasa dimudahkan dengan peraturan yang
dikeluarkan di masa orde lama® Meskipun berdampak banyak atlet yang hengkang dari

Indonesia namun dalam masalah penggjuan kewarganegaraan mereka lebih mendapat

8 Wahyu Effendi dan Prasetyadji, Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI, him. 16-18.
8 Wawancara dengan Tan Joe Hok, 16 Februari 2009.
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kemudahan. Ini berbeda sekali ketika masa orde baru berlangsung, mereka harus kembali
membuktikan nasionalisme mereka yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan.
Terlebih lagi proses untuk mendapatkan kewarganegaraan yang begitu rumit membuat mereka

merasatidak dihargai atas apayang telah mereka lakukan untuk bangsa.

IV.3. Dampak Peraturan Kewarganegaraan terhadap Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa
Indonesia

Dampak dari penetapan peraturan kewarganegaraan tahun 1978 bagi atlet bulutangkis
etnis Tionghoa terasa tidak hanya setahun atau dua tahun, tetapi harus mereka rasakan bertahun-
tahun lamanya. Dampak dari penetapan peraturan kewarganegaraan 1978, antara lain adalah,
sulitnya mereka mendapatkan paspor ketika mereka harus bertanding dalam gjang internasional
di luar negeri. Dalam pembuatan paspor, mereka di haruskan menyertakan SBKRI sebagai syarat
mutlak, sedangkan dalam pembuatan SBKRI, mereka harus menyertakan KK dan KTP. Seperti
masyarakat Tionghoa pada umumnya, sebagian besar dari Atlet bulutangkis etnis Tionghoa in
tidak memiliki KK atau terlebih lagi KTP. Sebab untuk pembuatan KK dan KTP pun harus di
sertakan bukti kuat bahwa mereka minimal adalah keturunan ke dua atau ke empat yang tinggal
di Indonesia dari keturunan sebelum mereka, seperti yang pernah tercantum dalam Undang-
Undang Kewarganegaraan tahun 1946. Hal ini sulit bagi etnis Tionghoa karena ketiadaan data
dan bukti akurat tentang keturunan sebelum mereka. jalan keluar yang di berikan oleh
pemerintah saat itu adalah pemberian status WNI sementara bagi para atlet bulutangkis yang
akan melakukan pertandingan di luar negeri. Status kewarganegaraan pinjaman ini harus mereka
kembalikan lagi sesampainya mereka di Indonesia® Kesulitan pembuatan paspor ini dirasakan
oleh hampir semua atlet bulutangkis etnis Tionghoa Indonesia, dari angkatan Tan joe hok sampai
angkatan Hendrawan. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma pun merasakan kesulitan dalam
membuat paspor.

Tidak hanya sebatas kesulitan dalam hal keperluan untuk bertanding saja yang dirasakan
oleh para atlet bulutagkis etnis Tionghoa, mereka juga mengalami kesulitan dalam hal mengurus
surat-surat resmi lain, seperti yang telah disebutkan diatas, seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran
anak-anak mereka. Sehingga dampak dari SBKRI juga dirasakan sampai generasi termuda dari
mereka. Tan Joe Hok mengatakan, anaknya hampir tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki

¥ bid,.
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akta lahir. ® Pengurusan akta pernikahan pun menjadi sulit karena ketiadaan kepemilikan
SBKRI oleh etnis Tionghoa. Justian Suhandinata merasakan kesulitan ini ketika mendaftarkan
pernikahan anaknya ke Kantor Catatan Sipil. SBKRI tetap menjad syarat mutlak dalam
mengurus surat pencatatan pernikahan.’* Dampak yang paling besar adalah anak-anak mereka
menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Tentu sgja ini sangat disesalkan oleh para atlet
bulutangkis etnis Tionghoa Indonesa. SBKRI membuat mereka menjadi sangat

mengkhawatirkan masa depan anak dan keturunan mereka.

IV.4. Pandangan Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dan PBSI, serta Pemerintah
Indonesia atas Penetapan SBKRI

Penetapan peraturan kewarganegaraan tahun 1978, mengundang pandangan-pandangan
tersendiri oleh atlet bulutangkis etinis Tionghoa Indonesia, PBSI, maupun dari pemerintah
tersendiri. Dengan dampak yang begitu terasa dalam kehidupan atlet bulutangkis Indonesia, baik
secara pribadi, keluarga, ataupun karir mereka, membuat para atlet bulutangkis Indonesia etnis
Tionghoa menentang diberlakukannya SBKRI. Para atlet ini mempertanyakan tentang mengapa
kewarganegaraan mereka masih harus dipertanyakan, karena sudah jelas mereka memilih
kewarganegaraan Indonesia, meraka sudah mengharumkan nama Indonesia dalam & ang-ajang
kejuaraan dunia. Bertahun-tahun mereka berusaha agar SBKRI dapat dihapuskan namun sampai
masa reformas masalah SBKRI tetap menjadi masalah bagi mereka yang beretnis Tionghoa.

Ketika masa Orde Baru, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh para atlet bulutangkis
etnis Tionghoa, karena Presiden Suharto saat itu jelas melarang budaya Tionghoa. Sehingga para
atlet ini tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Seperti
Juastian Suhandinata yang hanya bisa pasrah ketika pihak Kantor Catatan Sipil tidak bersedia
mencatatkan akta pernikahan anaknya. Begitu juga dengan |vana Lie yang selama pemerintahan
Orde Baru berlangsung tetap menjadi stateless meskipun dia tetap berjuang atas nama Indonesia
dalam kejuaraan dunia bulutangkis. Bahkan Tan joe hok, harus dibantu oleh Ciputra (pengusaha
Tionghoa terkenal) agar anaknya dapat bersekolah akibat ketiadaan SBKRI.%

Setelah Orde Baru berakhir, para atlet bulutangkis Indonesia seperti mendapatkan

kesempatan untuk meminta penghapusan SBKRI dan memperjuangkan status kewarganegaraan

% Tan Joe Hok, wawancara dengan Hukumonline.com, 10 Mei 2003.
% Justian suhandinata, wawancara dengan Hukumonline.com, 10 Mei 2003.
%2 Hukumonline.com, 10 Mei 2003.
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mereka. Pada masa Reformas inilah kemudian terbentuk Komunitas Bulutangkis Indonesia
(KBI) yang pada awal terbentuknya di ketua oleh Tan Joe Hok. Komunitas Bulutangkis
Indonesia terbentuk dari kekhawatiran dan pemikiran Tan Joe Hok akan nasib masa depan para
pebulutangkis baik yang sudah pensiun. “Saya sudah memikirkan ini sgak tahun 1977, namun
hanya sebatas pemikiran saja, belum saya utarakan kepada siapa pun selama bertahun-tahun
lamanya”. Komunitas Bulutangkis Indonesia pernah mengirimkan surat kepada Presiden
Megawati dan meminta Presiden Megawati untuk menghapuskan syarat pencantuman SBKRI
dalam pengurusan paspor etnis Tionghoa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti
RUU Kewarganegaraan N0.62 Tahun 1958. KBI juga meminta untuk menghapus pasal tentang
pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi etnis Tionghoa yang sudah memiliki
Akta Lahir Warga Negara Indonesia dari RUU tersebut.”

Penandatangan surat itu adalah anggota KBI yang berjumlah 39 orang, antara lain, Ferry
Sonneville, Tan Joe Hok, Rudy hartono, Tan Thiam Beng, Lie Po Djian, Eddy Jusuf, Alan Budi
Kusuma,Sus Susanti, Liem Swie King, Tjun-tjun, Ade Chandra, Lius pongoh, dan Justian
Suhandinata, disertakan dengan tanda tangan delapan orang dari organisasi, seperti Eddie
Lembong sebagal Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa, dan Tadjudin hidayat, Ketua
Forum Masyarakat Tionghoa. Penyerahan surat kepada Presiden Megawati Soekarno Putri oleh
39 anggota KBI sekaligus delapan orang dari organisasi selaku penandatangan surat, didampingi
oleh PBS| sebagai wadah olahraga bulutangkis Indonesia® namun, usaha tersebut belum
menghasilkan, RUU yang diminta oleh KBI untuk untuk dihpuskan, tidak dihapuskan. Presiden
hanya berbicara didepan wartawan untuk menghimbau seluruh pejabat pemerintahan untuk tidak
lagi meminta SBKRI dalam pengurusan surat-surat masyarakat Tionghoa®

Ivana Lie, atlet bulutangkis putri Indonesia Etnis Tionghoa yang sudah berkali-kali turut
dalam tim nasional Idonesia pun harus meminta bantuan KONI dan PBSI untuk dapat bertemu
Presiden Abdurahman Wahid atau yang akrab dipanngil Gus Dur, guna menyelesaikan masalah
kewarganegaraanya. Pertemuan dengan Gus Dur membuahkan hasil, Ivana Lie diakui sebagai
Warga Negara Republik Indonesia setelah 25 tahun dianggap sebagai Warga Negara Asing.

Ivana Lie lahir dan besar di Indonesia, namun karena orang tua lvana yang datang ke Indonesia

% Magjalah Komunitas Bulutangkis Indonesia, 16 Februari 2006.
9% |1
Ibid,.
% K ompas, Presiden : Tindak Tegas Peminta SBKRI, 10 Agustus 2004.
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di tahun 1940 tidak memiliki surat kewarganegaraan Indonesia, Ivana pun akhirnya menjadi
Sateless di negara kelahirannya sendiri. Ivana pun berharap agar SBKRI dapat dihapuskan, agar
masyarakat Tionghoa tidak lagi merasa sebagai warga asing di negara sendiri.*

Senada dengan Ivana, pasangan atlet bulutangkis Indonesia Susi Susanti dan Alan Budi
Kusuma pun berharap demikian. Menurut Susi, SBKRI adalah momok bagi masyarakat
Tionghoa Indonesia. Atlet bulutangkis yang berjaya di era setelah era Tan Joe Hok dan Liem
Swie King ini, meminta agar dihapuskannya SBKRI. “saya sudah berkali-kali berjuang
membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, tapi kenapa saya masih saja
ditanya apa kewarganegaraan saya’ . Susi pun sudah merasa melaksanakan kewajiban dirinya
sebagai Warga Indonesia yang baik, Dilingkungan rumah saya bergaul dengan masyarakat
sekitar, Alan pun turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah, lantas apa lagi
yang harus diragukan?” .7’

Persamaan pandangan inilah yang akhirnya memicu para atlet bulutangkis Indonesia
Etnis Tionghoa baik yang sudah pensiun, maupun yang masih aktif untuk berjuang bersama-
sama atas nama masyarakat Tionghoa dalam wadah Komunitas Bulutangkis Indonesia
Dibutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya terbentuk Komunitas Bulutangkis Indonesia,
sebab tidak mungkin melakukan semua ini dimasa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru sangat
membatasi gerakan masyarakat Tionghoa. Jika sga lebih cepat, mungkin dapat mencegah
kembalinya Tong Sin fu ke Tiongkok karena kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan di
Indonesia. Tong Sin Fu kemudian melanjutkan karir bulutangkis di Tiongkok sebaga pelatih,
dan berhasil menjadi orang dibalik kesuksesan bulutangkis Tiongkok di awal tahun 1990-an. Ini
adalah kerugian besar bagi Indonesia, kehilangan orang berkualitas dalam bulutangkis
Indonesia.®®

Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memiliki pandangan yang sama dengan
para atlet, SBKRI adalah bentuk diskriminasi bagi masyarakat Tionghoa. PBS| sejak awal
berdiri, adalah organisasi netral yang tidak memandang ras dan kewarganegaraan sebagai syarat
keanggotaan. Dalam buku Anggaran Dasar Rumah Tangga PBSI yang dikeluarkan tahun 1955
menyebutkan bahwa siapa sgja dapat menjadi anggota PBSI asalkan dia memiliki kemauan guna
kemajuan bulutangkis Indonesia. Maka ketika hampir sebagian besar atlet etnis Tionghoa binaan

% Diskusi terbuka, Saat membela merah putih masih stateless, 14 Agustus 2003.
9 Mgjalah Gatra, Hantu Bermata Sipit, 21 April 2002.
% Op. Cit.,
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PBSI memiliki masalah dengan status kewarganegaraan, PBSI berusaha membantu mereka.
Apapun masalah para atlet, baik yang etnis Tionghoa maupun yang pribumi, PBSI pasti berusaha
membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan PBSI.*

Pemerintah Orde Baru, sebagai pihak yang menetapkan peraturan sudah pasti memiliki
pandangan yang berbeda dengan pihak atlet bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dan PBSI.
Menurut pemerintah, SBKRI lebih ringkas dari surat-surat bukti kewarganegaraan yang di
terbitkan sebelumnya. Seperti yang di tuliskan dalam pasal tujuh peraturan tentang SBKRI
“ SBKRI yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari
SBKRI yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi warga negara Rl berdasarkan
UU No. 62 tahun 1958 jo. No.3 Tahun 1976 dan UU No. 4 tahun 1969 . Kemudian dijelaskan
lebih lanjut dalam konsideran peraturan tersebut, “bahwa untuk lalu lintas sehari-hari
diperlukan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dalam bentuk yang ringkas, jelas
dan mudah dikenal oleh umum’. Pandangan pemerintah dan usaha pemerintah untuk
menjalankan penerapan ini sedemikian rupa agar masyarakat Tionghoa tidak merasakan
diskriminasi atas penerapan peraturan ini. **

Sejak diterapkannya SBKRI tahun 1978, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan
dengan tujuan meluruskan pel aksanaan SBKRI, **

1. Instruks Dirjen Kumdang No. JHB.3./104/11 tanggal 2 Januari 1980 tentang
Penyelesaian Administrasi Permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.

2. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1980 tetang Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia, yang dtindaklanjuti denag Surat Keputusan Bersama Menteri
K ehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. M.01-UM.09.30-80 dan No. 42 Tahun
1980tentang pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.

3. Surat Edaran Dirjen Kumdang No. JHB.3/157/24 tangal 22 nopember 1980
tentang permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia

4. Surat Kawat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri No. M.UM.09-
03-01 tanggal 11 April 1980 tentang Pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri
Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tangga 10 Maret 1980 No. M.01-

% Wawancara dengan Bapak Risloan, pengurus Pelatnas Cipayung, 15 Juli 2010.

100 \wahyu Effendi (TjoaJiu Tie) dan Prasetyadiji, Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI, Jakarta: Visimedia, 2008,
Hlm. 35.
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UM.09.03-80 dan No. 42 Tahun 1980 mengenai pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun
1980.

Penerapan SBKRI dapat dikatakan sebaga akibat dari perbedaan persepsi masyarakat
pribumi dengan masyarakat Tionghoa dan masalah situas dalam negeri yang kompleks. Ketika
prosentase masyarakat Tionghoa terus meningkat, pemerintah tampaknya tidak tahu apa yang
harus dilakukan terhadapa masyarakat Tionghoa ini, apakah tetap mempertahankan status quo,
atau mengundang mereka untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Persepsi masyarakat pribumi
akhirnya menyebabkan kurang tegasnya pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap
masalah masyarakat Tionghoa Pemerintah sadar, bahwa jika masyarakat Tionghoa menjadi
warga negara Tiongkok, maka Indonesia akan kehilangan hak dan kewajiban atas masyarakat
Tionghoa, namun pemerintah khawatir tidak mampu menerima dan mengasimilasi masyarakat
Tionghoa dengan jumlah banyak. Juga kekhawatiran akan datangnya bahaya bagi keamanan
nasional Indonesia dari jika orang asing dibiarkan tinggal di Indonesia. Maka kemudian, SBKRI
dianggap sebagal jalan keluar terbaik bagi pemerintah dalam menghadapi masyarakat Tionghoa

yang terus meningkat jumlah populasinya.*®

IV.5. Praktek Penerapan SBKRI

Upaya pemerintah dalam menerapkan SBKRI agar masyarakat Tionghoa tidak merasakan
diskriminasi, rupanya belum dapat berjalan dengan baik. Banyak penyimpangan-penyimpanan
“keluar jalur’ dalam praktek penerapan SBKRI. Seperti misanya, Penerapan SBKRI yang
seharusnya hanya untuk warga asing yang melakukan naturalisasi, pada praktek penerapannya
anak-anak yang telah berusia 18 tahun atau telah dewasa dari orangtua yang memiliki SBKRI
diharuskan pula memiliki SBKRI seperti orangtuanya yang disebut dengan SBKRIpemisahan.
SBKRI kemudian menjadi dokumen wajib sebagal syarat untuk pendidikan, membuka usaha,
membuat paspor, dan lain-lain dalam instansi-instansi seperti, Depdikbud, Deperdag, Imigras,
Bank Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu juga dengan dikeluarkannya
surat edaran dari Dirjen Kumdang yang dijelaskan dalam No. 3, surat edaran tersebut SBKRI
tidak diwgjibkan bagi Warga Negara keturunan Tionghoa, tetapi hanya sebagal syarat bagi

192 eo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta : Gréfiti Pers, 1984, him. 344.
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pemegang surat pernyataan dwi kewarganegaraan RI-Tiongkok, namun kenyataannya SBKRI
diterapkan kepada semua keturunan masyarakat Tionghoa.'®

Kewgjiban yang bersifat rasial semakin “keluar jalur” ketika tidak ada satu instansi
pemerintahan yang menerapkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958,
tentang kewenangan suatu instans resmi, yaitu apabila meragukan status kewarganegaraan
Republik Indonesia seseorang, instansi bersangkutan wajib memberikan surat penunjukkan
kepada orang tersebut yang ditujukan kepada pengadilan negeri setempat untuk dibuktikan
kewarganegaraannya menurut acara perdata biasa. Dalam pelaksanaannya, surat penunjukkan
tidak pernah diberikan ketika seseorang diragukan kewarganegaraannya dan SBKRI tetap
menjadi syarat mutlak untuk menunjukkan kewarganegaraan seorang Tionghoa. Penyimpangan
yang paling besar adalah ketika biaya mengurus SBKRI di biro-biro jasa pemerintah, mencapai
satu sampai tujuh juta Rupiah. Dalam pasal enam ayat satu peraturan penerapan SBKRI tahun
1978, jelas bahwa biaya mengurus SBKRI hanya tiga ribu rupiah (Lihat Lampiran No. 2).
Bahkan Tong Sin Fu, atlet bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa, sempat membayar sepuluh juta
Rupiah untuk mengurus SBKRI, itu pun Tong Sin Fu harus menunggu sepuluh tahun, namun
SBKRI miliknyatidak juga selesai diurus, sehingga kemudian Tong Sin Fu memilih kembali ke
Tiongkok karena masalah kewarganegaraannya yang terus menggantung.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerapan SBKRI memicu reaks dari
berbagai kalangan, baik dari masyarakat Tionghoa, Pejabat pemerintahan, sampa Presiden.
Ketika masa Reformasi baru sgja bergulir, Presiden B.J. Habibie melalui Keppres, meminta agar
SBKRI tidak lagi diminta sebagal syarat dalam pengurusan surat-surat milik masyarakat
Tionghoa. Ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau membuat perubahan
signifikan bagi masyarakat Tionghoa agar lebih “bebas’ menjalani kehidupannya di Indonesia.
Kebijakan Presiden Abdurahman antara lain, diakuinya Kong Hu Chu oleh Indonesia,
pencabutan larangan perayaan Tahun Baru Imlek dan pementasan barongsai.'® Upaya agar
SBKRI tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi masyarakat Tionghoa juga dilakukan oleh Presiden
Megawati,'®® dan Presiden Bambang Y udhoyono, namun tetap sagja sampai sekarang, SBKRI
diminta sebagai syarat pengurusan surat-surat masyarakat Tionghoa oleh pegawai instansi-

instansi pemerintah terkait.

103 Op. Cit, him.40.
104 Gatra, Op. Cit,.
195 K ompas, Op. Cit,.
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Reaksi masyarakat Tionghoa adalah banyak menuliskan pengalaman mereka terkait
SBKRI dalam surat-surat kabar.'® Hanya saja, reaks seperti ini baru dapat dilakukan setelah
pemerintah Orde Baru berakhir. Selama pemerintah Orde Baru memerintah, tak banyak yang
dapat diakukan masyarakat Tionghoa, karena begitu keterbatasan-keterbatasan yang diberikan
pemerintah Orde Baru kepada mereka. Hal itu pula yang menyebabkan masyarakat Tionghoa
stateless selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, seperti Ivanna Lie, dan Tong
Shin Fu. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga mulai mengadakan acara-acara diskus tentang
masalah SBKRI bersama lembaga-lembaga masyarakat yang peduli masalah kewarganegaraan
mereka dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat sampai pegabat pemerintahan. Acara-
acaraini dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui permasalahannya, dan dapat didengar
langsung oleh pemerintah. Masyarakat Tionghoa juga mulai berani mendatangi kantor Presiden
guna pembahasan langsung tentang SBKRI seperti yang dilakukan KBI dan PBSI.

106 \Wahyu Effendi (TjoaJiu Tie) dan Prasetyadiji, Op. Cit.
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BAB V

Kesimpulan

Masalah kewarganegaraan yang dialami oleh masyarakat Tionghoa Indonesia, tidak
menyurutkan keinginan atlet bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa untuk terus berjuang atas
nama Indonesia dalam kejuaraan-kejuaraan dunia. Alasan mereka sederhana, karena Indonesia
adalah tanah kelahiran mereka, mereka tinggal dan hidup di Indonesia, jadi tidak ada alasan bagi
mereka untuk tidak menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka, tanah kelahiran yang patut
mereka banggakan. Jka kemudian ada beberapa atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa yang
memilih kewarganegaraan Tiongkok, dan kembali pulang ke Tiongkok, bukan disebabkan oleh
rasa antipati atau rasa tidak cinta Indonesia, hal tersebut dikarenakan mereka telah putus asa
berjuang untuk status kewarganegaraan mereka di Indonesia.

Ketika kebijakan-kebijakan kewarganegaraan mereka diterapkan oleh pemerintah,
mereka mengikuti peraturan yang ada. Mereka berharap, kebijakan-kebijakan yang diterapkan
oleh pemerintah memudahkan mereka dalam proses asimilas dengan masyarakat pribumi
Indonesia. Keinginan mereka untuk melebur dalam masyarakat |ndonesia, diaspirasikan melalui
lembaga-lembaga pembauran seperti yang diketuai oleh H. Junus Jahja, BAPERKI, atau Partai
Tionghoa Indonesia yang diketuai oleh Liem Koehn Hian. Usaha mereka juga terlihat dari
keikutsertaan mereka dalam lembaga pemerintahan seperti BPUPK dan PPKI. Mereka juga ikut
serta dalam perkembangan-perkembangan olahraga nasional seperti sepak bola, bulutangkis,
tenis, voli dan basket.

Namun rupanya pemerintah Indonesia dan masyarakat pribumi tidak melihat itu sebagai
usaha yang maksimal dari masyarakat Tionghoa. Pemerintah dan masyarakat pribumi masih
memandang masyarakat Tionghoa sebaga masyarakat yang ekslusif, sehingga mereka
cenderung memandang masyarakat Tionghoa dari perspektif yang keliru.perspektif yang keliru
inilah yang kemudian membuat adanya perpisahan yang ditarik oleh masyarakat pribumi dan
pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa. Mereka membatas ruang gerak masyarakat
Tionghoa demi “keamanan”, termasuk dengan memberikan tanda penduduk khusus bagi

masyarakat Tionghoa.
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Keadaan ini membuktikan bahwa perspektif masyarakat peibumi, dengan pemerintah
Indonesiatidak banyak mengalami perubahan dalam memandang masyarakat Tionghoa. Berbeda
dengan masyarakat Tionghoa yang pada perkembangannya memiliki perubahan perspektif
terhadap masyarakat pribumi dan pemerintah. Perubahan perspektif masyarakat Tionghoa
disebabkan oleh kuatnya tekanan nasionalisme Indonesia. Masyarakat Tionghoa telah banyak
dihadapkan dengan kekuatan nasionalisme Indonesia selama berabad-abad lalu sgjak jaman
penjgjahan Belanda. Nasionalisme masyarakat pribumi yang selama berabad-abad ditunjukkan
kepada masyarakat Tionghoa membuat mereka turut memiliki rasa nasionalisme tersebut, dan
merubah perspektif mereka terhadap pemerinta dan masyarakat pribumi.

Kembali kemasalah kewarganegaraan, ketika akhirnya masyarakat Tionghoa memiliki
kesempatan untuk berjuang lebih terbuka dalam usaha mendapatkan kewarganegaraan, mereka
bersama-sama mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi yang membahas masalah
mereka, sebaga upaya untuk membuka pandangan masyarakat pribumi dan pemerintah terhadap
masyarakat Tionghoa, sehingga kemudian masyarakat pribumi dan pemerintah mendapatkan
sebuah perspektif baru yanglebih baik terhadap mereka.

Upaya untuk tidak melarut-larutkan masalah kewarganegaraan dilakukan, karena ada
dampak besar bagi masyarakat Tionghoa umumnya, dan pada atlet bulutangkis Indonesia etnis
Tionghoa pada khususnya. Bagi para atlet, masalah kewarganegaraan yang berlarut-larut
mengancam keberlangsungan karir mereka, karena menghambat kesempatan mereka untuk dapat
tampil dikguaraan-kejuaraan internasiona seperti All England, Piala Uber, Piala thomas, atau
kejuaraan-kgjuaraan internasional lainnya. Mereka tidak mau terus-terusan bermain dalam
kegjuaraan dengan status kewarganegaraan yang dipinjamkan, demi kehidupan masa depan
mereka di Indonesia, tanah air mereka. PBSI sebagal induk bulutangkis Indonesia, tentu sgja
sangat mendukung dan membantu para atletnya untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka.
PBSI selalu mendampingi mereka kemanapun para atlet membutuhkan bantuan.

Pemerintah pun sebaiknya tidak mmbiarkan masalah kewarganegaraan ini berlarut-larut,
agar segera tercipta kepastian hukum bagi masyarakat Tionghoa sehinga posisi mereka tidak
terus terombang-ambing dalam struktur masyarakat Indonesia. Jka maslah ini dapat
terselesaikan, maka orang-orang yang telah berjasa seperti para atlet bulutangkis Indonesia etnis

Tionghoatidak lagi akan merasa terasing dalam negeri mereka sendiri.
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Lampiran no. 1: Formulir pernyataan menolak kewar ganegaraan Tiongkok

Pormulir I; .

Untuk orang lakilaki yang mempunva enak belum
dewasa yanyg sah, disthkan, diakwio afoc diangkat
dengan sah,

Memor orut

{Difulis dan diisi oleh petugss)
Surat pernyatasn keteranzan il
negarazn Republik Rakyat Tiangkok u
fedi Warge-negara Repuldik [ndonesia

s EWaIga
{ PErap e

Yang bertandadangan

di bawah iy, seva ...

Yang cap {empu) jarinya tertar

nlieeeey,  Selte iR | e
<eeee Pada
. stkamng bertempat tinggal

nak dan ..

wang takir dido L kewin sah dengan
Al SRR e it 2 WRAMERAINIT |
perialian Kawin puius pads ingpad 5 . L. ae e el S

memgunyai amk sal/disakkan/dsakvi/diangkal, yang sekzrang be-
lum genap berumer 18 tahun dan bebum kawin, bername :
................ pads tangeai

o -

meverangkan denzan sunggub beinm pernah melepaskan
nelak kewargaenegaraan Indanosia atan heluwm pernah t
peeolikan ataupun unteknys ditolzk kewarga-negiraan Indonesia;

sckarang menvatakamkeisrangan:

melepaskan Eewargo-negaraan Repoblik Rakyat Tlongkok,

dinyatakan siah oleh

LAt

Kelernpanpencrimaan,
Ditulis dan diisioleh petugas,

v
E Pasioto

!' aleh
! Cap

i Kantor petugas

| E—

Yang menys
nda-tangan

Diterim i w,,

pada tzngaul |

Trormulic 1A

NOMOT UL i niiinniens -

kewarpanegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk retap
menjadi Warga-negara Republik Indonesia,

Yang bertanda-tangan di bawah ini

wgaraan lndonesia;
sekagang

keterangan:

meayatakan

melepaskan kewargmsnegaraun Republik Rakyat Tiongkok,

Orang vang menyvatakan Keteranpan ialah

akilaki, Jalir i

cORRMERY o . iiae 5 :
: anaky dag

li s
ah win sall tlengin.,
li . e Pada tangzal

sertalian kawin putus pada tanggal
nempunyal anak sah/disahkanjdiaku
um genap berumur 18 tahun dan belum kawin, by

" 4 ] R . pada ta

Dibuat di
e pada lan S
I (tanda-tangan peitizas)
|
i

{nama)
a-brngan alau

301

kan Keterangan
taw cap empu ;2o
(pamaj

Kantor petigss)

oo (j1DALEN
petngas)
{tandi-t n
petugas)
(nary petugasl
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Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32, 1959 ( salinan dengan bahasa yang telah
diperbaiki sesuai Ejaaan Y ang Diberlakukan ), Tentang Dwikewarganegaran Indonesia-

Tiongkok.
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Lampiran no.2 : Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. JB.3/4/12.
Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan (SBKRI)

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN
TENTANG SURAT BUKTI KEWARGA-
NEGARAAN REPURLIK INDONESIA

atau Perwakilon Kepubbi Indomesin mwomer [ksn ookl
semua syarat telah dipenuhi.

(2) Apabilalernyata pemohon memenuhi syarat untub diberiban
Surat  Bulkli Kewarganegaraan Republik Indonesio me
neruskan berkas permehonan pemohon kepada  Maeptes
Kehakiman c.g. Direktur Jenderal Flukum dan perumdang
undangan disertai dengan pertimbangan atauw penclapat

seperlunva,

Pasal 5
(1) Kepada  pemohon yang telah memenuhi persyaratan
diberikan satu Surat bukti Kewarganegaraan Repubbk
Indenesia.,
(2} Benluk Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesi
yvang dimaksud dalam pasal 1 adalah seperti contoh
terlampir,

Pasal 6

{1) Biaya administrasi bagi permohonan  Surat  Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sekitar 3.001
{tiga ribu rupiah) yang harus dibayar oleh pemohon padi
waktu mengajukan permohonan.

(2) Biayatersebut pada ayat'l dipergunakan untuk penyclesaion
administrasi pada:

a. Pengadilan Negeri sebesar Rp.1.000,- (scribu rupiah)
b. Pengadilan Tinggi scbesar Rp,500,- (lima ratus rupiah)
¢.  Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan

Pepartemen Kehakiman sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima
ratus rupiah) termasuk biaya cetak.

Pasal 7

Surat  Bukii Kewarganegaraan Republik Indonesia yang
diperoleh berdasarkan  peraturan  jni  tidak mengurangi
kekuatan pembuktian dari Surat Bukti Kewarganegaraan yang

diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi warganegara .
lonesia

130
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1.1 berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 jo. Nomor
3 tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969

Fasal 8

Pemegang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indoncsia
yang tidak lagi menjadi warganegara Republik Indonesia
harus mengembalikan Surat Bukti tersebut  kepada Menter
Kehakiman melalui pengadilan Negeri/Perwakilan Republik

Indonesia setempat.

Pasal 9
Dengan ditetapkannya  peraturan menteri kehakiman ini,
ketentuan mengenai pengeluaran Surat Keterangan Kewarga-
negaraan Republik Indenesia yang diatar dalam angka & {(enam)
huruf (a) Surat Menteri Kehakiman kepada semua Kepala
Pengadilan Negeri Nomor DTC/9/11 tanggal | Juli 1969 tentang
penjelasan  soal-soal Kewarganegaraan Republik Indonesia
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal vang belum cukup diatur di dalam peraturan ini diatur
lebih lanjut dalam ketentuan-keteniuan tersendiri.

Pasal 11

Peraluran Menteri Kehakiman ini mulai berlaku pada tanggal
diletapkan.

Ditetapkan di : JTakarta.
" Pada tanggal : 14 Maret 1978

MENTERI KEHAKIMAN

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
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Sumber : Peraturan Menteri Kehakiman, 1978. Arsip Nasional Republik Indonesia
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Lampiran no. 3

Foto 1. Eddy Chong, pemain Malaya tampak sedang memberikan ucapan selamat kepada
Tan Joe Hok atas keber hasilan Indonesia mengalahkan M alaya dalam final perebutan
Piala Thomas tahun 1958.

Foto 2. Regu Indonesia tampak gembira ber pose dengan Piala Thomas di tangan mer eka.
Tampak di gambar, Tan Joe Hok ter senyum sambil membawa Piala Thomasyang
diserahkan oleh D.L Bloomer, Panitera Internasional Badminton Feder ation (IBF).

Sumber : Star Weekly, 8 Februari 1958, ed. 632.
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Lampiran no. 4

Foto 3. Partai menentukan antara | ndonesia melawan Malaya. Tampak dalam gambar,
Fery Sonneville membuat Teh Kew San jatuh bangun, ber usaha mengembalikan bola.

Sumber : Star Weekly, 8 Februari 1958, ed. 632.

Foto 4. Tampak Kehadiran Konsulat Indonesia untuk Singapura, Bapak Achmad

Natanegara sedang berbincang dengan Ferry Sonnevile sebelum partai final Piala Thomas
antara |ndonesia melawan M alaya berlangsung.

Sumber : Star Weekly, 8 Februari 1958, ed. 632.
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Lampiran no. 5

Foto 5. Eddy Jusuf, bersalaman dengan Abdullah Piruz, pemain andalan Malaya yang
dikalahkan oleh Eddy melalui Rubber set.

Sumber : Star Weekly, 8 Februari 1958, ed. 632.

Foto 6. Wakil-wakil Bulutangkis Djawa Tengah yang akan berlaga di PON ke-2 yang akan
diselenggarakan di Jakarta. Berdiri dari Kiri ke kanan adalah : Gan Khay Houw (tunggal

putra), So Dhlam Soei (tunggal putra kedua), Tan Hok Sioe (ganda campuran), Nona Thio
Y u Hua (ganda campuran), Nona L ouise Wagyn (tunggal putri), Gouw Soen Lok dan Ong
Khay Hie (ganda putra). Jongkok ditengah adalah Ong Boen Kauw (tunggal putri kesatu).

Sumber : Sar weekly, ed. 301 him. 10
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Atlet Bulutangkis.

Olahraga

UBER CUP

Lesnbang kedjuaraan bulutangkis internosiona’

golongun puteri

Tornoi pertanwr 1956/°57

Oteh E. S

JIEA kita padi achis® ini men-
tjurahkan perhetian sepenuh
nja terhadap Kemepangsn THO-
MAS CUP -— lambacg Kedjuaraan
Buluiangkic Dunta —, maka ada
lagl satu peristrwa lam
t a huluianghls Jang se-
Ppatulnia divga weendapal  peiha-
tian umim v pereonutan | Hber
Lup?, lang pade hakekainja ialah
perebutan ke araan  Intertasio-
nzal bagl pemain? puteri Dalam
tornot jarg periama kalinga, jak
ni 1230-1857, regu puleri Amerika
Serikat kehtay sehagal dijuara.
Dalam  pertkndingan finate di
ELytham St AunesLancashive,
tgl 18 Harei 1957 regu Amerika
telah meangalahkan rezu Denmark
dengan 5—1.
TUBER CUP iui adalah Fiata jang
dipersembankan oleh Njoaja H.

Ubar Cup, wmbang

Radjiwaraan

Uber dan dibust olch  firm:
Mappin dan Webb, loudon, dar
perak <pure sitvort menorut hen
Luk dan petundjuk? dari N, UBEE
sendivl

Piala pong bmaik ani
L8 inch) dan becheatuk
taurdbol, diztas mana
main wunila dengun caeket dan
mengindiak shuttiecock, Libiwah
pisla iub melinghkar tuiisan. | The
Ladics” Internationul  Bads Wil
Chsmplonship  Challenge Trophy
presented o the Intarcailonal
Badminton Federation by Mrs, HE
Uber, 1056,

M), H5 Ther sendirk  adatab
hekes seoruny pomain jand Duik
dan  hangak becdjasn untuk per
kembiangan elabkrepga huluianglis
wunita  di Inggeris dan  diduniz
miernasional.

Liasgsgn
holadunie
irl pe

bulubanghic  internuasional

Jolosgan puler.

, Dien Anshara, FIB Ul, 2010
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Lampiran no. 6 : Beritatentang penyelenggaraan Piala Uber pertama tahun 1956-1957

Hepa

toTAgd

bulntengkis puieri
Lhar

Apa sebab kita menatoll perhats

an 5 Uber Cup ini?

Dikn kilz menlndjau  tingkat
dan oty permsainag penain
wanita lodonesiz pads achy? la-

hun ini, maka dapat dizmbil ke
simpulan, bBshwa dalam hal® ioi
tedakiah kita kelinggalan dari pe.

t Malaya, Jedia,
T Janyg pemain” pu.
teri kita butubhkan adalah: pela
bt dan coschmg jang baik, e
ville telah las
kukzn terhadap regs Thomas Cup
Indonesia.

Kita masilt teringat kepada sue-
ces? daxi Yang Weng Ching
tAbuni dan  Cel Lin Nie di
Singapura dan Rualalumpur. Kita
kenal permainan Corty Kaw)-

laraogz cdar: HMakassar, Ros
nida dan 0O el Lin Nio dari
ledan, Ong Hoang Nio dari

Semarang dan pemain? puleri ha-
rapin darl THawa ‘Fimur. Mido-
tesin pastt mempunjai bibit* pe.
wain walita jagg tiukap banjuk

Contest kexdua kalinjsy Uber Cup
akan gilakukan dalam tahun 1859/
1660.  Berbeda dengan pecaturan
Thomas Cup, mska ontok Lber
{ap dimainkan diumlah 7 (tudjub)
partai, jaite: 2 single dan 2 x 2
daithle,

Pada wakin sekavang Amerika
mempuniai  pemain® wanita jrng
sangat wuat sekalid Dewlin, B
Yarnen Mrs L Alston
dif.  Diugan Denmark, Inggenms,
lodia dar Knpada  adalah repn?
jang termasuk kuat.

Jang turut ambit bagizn dalam
perlombzan  pertama  Uber {Cup
L836,/1957 adajsh: ™M a t a » a,
Hlengkong Incdia Ir
landia Syedia Seatl
Pandias, irenmark
I'nmggeris, Uanada, dan
Amerik a

Tidak mustahil bahwa dolam ta-
un 199971960 regu® daci Aus
tralia, Seelundia Paru
dan Japan skaa. turntserta

Avorika
Cup jurgy wrtuk pertume
derkane takun FOGE/145T.

Reltr
Falin

gy scbagar o fuwre |

e cdil@ag s ke

Bagaimangs deasan rese pulern]
indonests?

*

TIATATAN REDAKSI:

#asalan  kompe gniar ceg
intermasional aniuk 2nlongan pu-
teri dalam garis?  seperti tornu
Thomas Cop, untuk periima ksl
niz dikernukakan diperrnolaan 2.
hun 1950, Pada wakin tu kepads.
Federasi Bulutapgkis Internssiond
{Internationzl Dadminten Fede
ration} telali diadjukan saran ua
ink mengadakan kompelisi terse .
but. Serentak, oleh ‘Nj I1S, Uber
ditawarkan sebuan piala uniuk &
perebuthan daum perivinbaan i

Naman  Federasi Bulutzmglus_
Internasion=! berpendapal  bohwe
waklunje helum masgk uniuk me
njelenggarakan  kompetist  sede
mikian. Keberatan jane terbesa
sdalab s0al kewangan, Selama 13-
hun? jang bertbumnia  pert
untuk masalab in: fatap dipupok
Achirnja, dalam tehon 1953 telak 7
tertiapai  Yelasepakat  didstam
prinsip uniuk menjelenvgarakan
divga tormod itu.  Penawar i
Uber elah diterima ball
atnran® tertang iornol du di
tiangkan dan kensdian disetadju, 4
Jemudian ditelapkan babwae fomel
axean dilanzsungkan tiga rahon s
Yali,  Tornsi pertoma Gitetapkan
wikivaya jaitu 1856/1937.

Pada pokak-dasurnia peratursn’
Luempetisi ini sama seperti Kompe
tsi porebulan Thomas Cup, mes
Kipun dizana-sini ada sedikil per
bedaan.

e

PEMBETULAN

keluarga Pogacolk, jang d
gy Jang Jatu, terdapat sedik kehe ¥
Uruan, Dilerangkan, bahwa ibbamer
tua Pogacnik adalah joug ,kedua darly
kanan” dalam foto itu, Musitnda s
fentu jsng ,dindjung kanan”, .

Dengon inl, kesalanan ity dlibeis:
¥an, Maaf, hepdaknjz. R
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Lampiran 7 : Tulisan yang memuat Tajuk Rencana mingguan “ Pfenabur” Tapggal .29 Juni
1958 tentang keprihatinan akan status kewar ganegar aan para atli bulutangkis Etnis
Tionghoa Indonesia yan g masih belum jelas.

T — — ",
Suara pers: ; ;

Integrasi kebangsaan dan Thomas Cup

wETELAH imenjatakan kegembiraannja dengan - ke-
X menangan Regu Tihomas Cup Indonesia. mingguan
~Fenabur” {Djakarta) jang dipimpin oleh Pater Wahjo
OFM, tzl 29 Diuni menulis datam tadjuk rventjnnunis
antara lain sebagai berikut:

Delam Regembiraan ity ada sate dun pikirar jang ting-
Bul. Lima dari Regu Indonesia adalah warganegare jany
masih diserfai noda swmbangy tak asli”. Swatu Eeunchar
jang menggembirakan balion _dalar. Rebanggonn wasioial
bersama. lenjaplah side Sumbanyg jang bigse wienjorée
prasargla® i Kemenangnr mercke adolal, kemenaiionn
nafionai begitw pula prestasinia. Didalam Eeolahragaai,
Fjap asli ek asli jang memang tak sepantasnje diperichdn.
kan, tidok wide Ingl. PerhatiRanlah swswnen hesebelasen
sepakbola Kite jang oo meripakan kebanggaay  ber-
SOLTRLCL. :

Apakah peristboa it tiade wmemberikon vetedioran he-
pade Litn sekalicen dalem wsaho mempertjepe. integrasi
hebangsaan ? dda tevsembunji berbagai keniam puasn dalanr
kelompok® bawigsa Didonesia. Djika hemampuen® #n  di-
pergunelan dalom Kerdjosame nasional jeing rationil fenta
akan membaica hasit jong lebih besar. Tidak untidc he-
olahiragean semate., melabikan untk pembanyiian negarae
dalam lepangan elonomd, Kesodaran horns datanyg dari
Eodi Filnle, T seatu wmengieliurkan, Jawg Tain menerima

Sumber : Star Weekly, 5 Juli 1958. Ed. 653, him. 46
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